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MOTTO

“Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Dia, Yang
menegakkan Keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu (juga
menyatakan yang demikian itu). Tidak ada Tuhan melainkan Dia, Yang Maha

r

Perkasa lagi Maha Bijaksana’

Tenemaban .8, ALI IMRRON (Surat 3) ayat 18

Al- Onran dan Terjemahannya
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RINGKASAN
Dalam pembuatan Peraturan Des:a (Perdes) di Desa Ambulu, Kec.
Ambulu, Kab. Jember mempunyai maksud memberdayakan pemerintahan desa
secara optimal dalam rangka menunjang kelancaran penyelenggaraan
pemerintahan, pembangunan dan layanan kepada masyarakat serta menjamin
kepastian hukum dan keadilan. Badan Perwakilan Desa berfungsi menampung
dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan dalam hal

penetapan dan pelaksanaan Peraturan Desa, di Desa Ambuly, Kec. Ambulu, Kab.

Jember.

Dengan diberlakukan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, apakah
pembuatan Peraturan Desa selaras dengan peraturan yang ada, secara teknis
pembuatan Peraturan Desa dipahami oleh pemerintahan desa dan kendala-kendala
yang dihadapi serta upaya mengatasi dalam pembuatan Peraturan Desa dapat
teratasi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan masalah secara
kulitatif dan deskriptif sehingga dalam penyusunan skripsi ini, penulis
memberikan gambaran tentang pembuatan peraturan desa vang diperoleh dari segi
literatur berdasarkan fakta empiris/praktek (Soerjono Soekanto, 1986:32).
Dikarenakan Kepala Desa Ambulu, telah menjabat 2 (dua) periode maka, Kepala
Desa lama tidak diperkenankan untuk mencalonkan menjadi Kepala Desa periode
2003-2008, maka ada Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 pasal 15,
Kepala Desa bersama Badan Perwakilan Desa membuat suatu aturan tentang
Peraturan Desa di Desa Ambulu, Kec. Ambulu, Kab. Jember Nomor 2 Tahun
2003 tentang tata cara pencalonan, pemilihan, pengangkatan dan atau
pemberhentian Kepala Desa. Dengan berlakunya Peraturan Desa Ambulu maka,
segala peraturan, keputusan instruksi yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah
tentang tata cara pemilihan, pengangkatan, pemberhentian sementara dan atau
pemberhentian Kepala Desa dinyatakan tidak berlaku.

Pemerintah Pusat menysrahkan wewenang pemerintahan tertentu kepada
Daerah-daerah yang diberi hak otonomi untuk mengatur dan mengurusnya sebagai
urusan rumah tangganya sendiri. Daerah Otonom dapat menyelenggarakan

pemerintahan dan harus tetap mengutamakan aspirasi dan kontrol dari masyarakat

X11
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daerah tersebut, agar kewenangan yang dimiliki daerah tidak diartikan sebagai
kekuasaan mutlak daerah untuk mcngeksploftasi daerah demi kepentingan sendiri.

Adapun maksud dari, Otonomi Desa adalah kewenangan desa dalam
mengatur dan mengurus pemerintahan desa serta kepentingan masyarakat desa
setempat menurut prakarsa mereka sendiri, dalam konteks batasan tertentu serta
tidak meninggalkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam
pemerintahan Nasional dan berada di dalam Daerah Kabupaten.

Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum,
Peraturan Daerah lainnya dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
Dalam hal ini pembuatan Peraturan Desa di Desa Ambulu, Kec. Ambulu, Kab
Jember mengacu pada Peraturan Perundang-undangan yang ada diatasnya yaitu,
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. merupakan peraturan perundang-
undangan yang baru, maka ditemukan sedikit hambatan dan kewxlala, tetapi
dengan adanya upaya dari pihak Camat ataupun pihak-pihak yang ditunjuk berupa
bimbingan, petunjuk dan pengarahan kepada Kepala Desa dan Badan Perwakilan
Desa Ambulu, maka teknis pembuatan Peraturan Desa dapat teratasi dan berjalan
lancar dalam rancangan, pelaksanaan Peraturan Desa di Desa Ambulu.

Badan Pembentuk Peraturan Desa adalah Kepala Desa dan Badan
Perwakilan Desa, Hak inisiatif atau mengajukan rancangan Peraturan Desa berada
pada Kepala Desa dan Badan Perwakilan Desa. Untuk menetapkan Peraturan
Desa, Badan Perwakilan Desa mengadakan rapat yang dihadiri sekurang-
kurangnya 2/3 (dua pertiga) anggota Badan Perwakilan Desa. Peraturan Desa di
tanda tangani oleh Kepala Desa dan tidak perlu pengesahan Bupati, tetapi wajib
disampaikan kepada Bupati selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah
ditetapkan, dengan tembusan Camat, namun Pemerintah Daerah dapat
membatalkan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa yang bertentangan
dengan kepentingan umum dan atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih
tinggi. Saran ataupun usul-usul dari pihak-pihak pembuat Peraturan Desa, selalu
diperlukan sosialisasi baik kepada Kepala Desa dan Badan Perwakilan Desa, dan
juga kepada warga desa tentang Peraturan Desa yang baru agar semua pihak dapat

memahami dan melakasanakan Peraturan Desa dengan baik.
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" #' LR
BAB I " TRIVERSITAg

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.

Susunan organisasi tingkat pusat, mencerminkan seluruh cabang-cabang
pemerintahan dan fungsi kenegaraan pada umumnya, namun tidak demikian
dengan organisasi Negara Tingkat Daerah. Susunan organisasi tingkat daerah
terbatas pada susunan penyelenggaraan pemerintahanan (eksekutif) dan
unsur-unsur pengaturan (relegan) dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

Pada dasarnya dikeluarkannya Peraturan Desa (Perdes) mempunyai
maksud untuk memberdayakan pemerintahan desa secara optimal dalam rangka
menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan
pelayanan kepada masyarakat serta menjamin kepastian hukum dan keadilan.

Dalam menyelenggarakan tugas pemerintah desa pada umumnya
haruslah diusahakan selalu adanya keserasian atau harmonisasi antara
Pemerintahan Desa dengan Badan Perwakilan Desa (BPD) serta pada
masyarakat agar tercipta suatu keadaan yang terpelihara. Dalam pembuatan suatu
peraturan desa harus ada pengawasan dari Camat ataupun orang yang ditunjuk dan
hasil laporan tersebut dilaporkan ke pemerintah daerah.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 2 Tahun 2000
junto Nomor 29 Tahun 2000 Bab V tentang kedudukan, tugas dan fungsi dari
Badan Perwakilan Desa pasal 9, pengawasan yaitu meliputi pengawasan terhadap
pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta
Keputusan Kepala Desa.

Dalam pengaturan manajemen desa, pemerintah mengeluarkan PP.
Nomor 76 tahun 2001, Bab Il pasal 2, tentang Pembentukan dan Penghapusan
Desa. Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat desa dengan memperhatikan asal-
usul dan persyaratan yang ditentukan sesuai dengan kondisi sosial budaya
masyarakat sertempat, berdasarkan pada adat istiadat dan asal-usul desa. Dalam
masyarakat desa dimungkinkan adanya pembagian wilayah seperti dusun atau

sebutan lain yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintah desa.
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Landasan pemikiran pengaturan pgmerintah desa menurut PP Nomor 76

Tahun 2001 Bab [ Ketentuan Umum pasal 1 adalah ;
. keanekaragaman yang memiliki makna bahwa istilah desa dapat disesuaikan
dengan asal-usul dan kondisi sosial budaya setempat namun tetap

mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan

bernegara;

(S8

partisipasi yang memiliki makna bahwa penyelenggaran pemerintah desa
harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat merasa
memiliki dan turut bertanggung jawab terhadap perkembangan kehidupan

bersama sebagai warga desa;

AF'S)

otonomi Asli yang memiliki makna bahwa kewenangan pemerintah desa

dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat didasarkan

pada hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat
setempat, namun harus mengakomodasi aspirasi masyarakat yang dimengerti
dan dipahami melalui badan perwakilan desa;

4. pemberdayaan masyarakar yang memiliki makna bahwa penyelenggaran
pemerintah desa diabdikan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan
masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesual
dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Dalam rangka perwujudan demokrasi di tingkat desa diadakan Badan
Perwakilan Desa yang berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi
masyarakat dan melakukan pengawasan dalam hal penetapan dan pelaksanaan
Peraturan Desa, proses keanggotaan Badan Perwakilan Desa direkrut melalui
pemilihan oleh penduduk desa setempat dari calon-calon yang memenuhi
persyaratan. Pimpinan Badan Perwakilan Desa dipilih dari anggota dalam
musyawarah Badan Perwakilan Desa. Kepala Desa dalam kedudukannya sebagai
kepala pemerintahan bertanggung-jawab kepada rakyat melalui Badan Perwakilan
Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati.

Badan Perwakilan Desa adalah terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat
yang ada di desa mengayomi dan adat-istiadat , membuat Peraturan Desa dan

menyalurkan aspirasi serta melaksanakan pengawasan pemerintahan desa, Kepala
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Desa adalah diangkat oleh pejabat berwgnang untuk melaksanakan hak dan
kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.

Berdasarkan hal-hal tersebut, penulis tertarik untuk mengambil judul,
Study Tentang Pembuatan Peraturan Desa (Perdes) di Desa Ambulu, Kec.
Ambulu, Kab. Jember berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 28 Tahun
2001.

1.2. Permasalahan.
Berdasarkan latar belakang tersebut maka dapat dirumuskan beberapa
permasalahan yang antara lain sebagai berikut ;
1. apakah pembuatan Peraturan Desa selaras dengan peraturan yang ada ?
2. apakah secara tekhnis pembuatan Peraturan Desa dipahami oleh pemerintahan
desa ?
3. apa kendala-kendala yang terjadi dalam pembuatan peraturan desa dan upaya

mengatasinya ?

1.3. Tujuan penulisan.
Tujuan penulisan skripsi ini meliputi antara lain ;
a. untuk mengetahui apakah pembuatan Peraturan Desa (Perdes) selaras dengan
peraturan yang ada;
b. untuk mengetahui secara teknis pembuatan Peraturan Desa (Perdes) dipahami
atau tidak oleh pemerintah desa;
¢. untuk mengetahui kendala-kendala yang terjadi dalam pembuatan Peraturan

Desa (Perdes) dan upaya mengatasinya.

1.4. Metode Penulisan.
Metodologi pada hakekatnya memberikan pedoman, tentang tata cara
seorang ilmuwan dalam mempelajari, menganalisis dan memahami lingkungan-

lingkungan hidupnya (Soerjono Soekanto, 1986:6).
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1.4.1.  Pendekatan Masalah. .

Metode yang digunakan dalam pendekatan masalah ini adalah Yuridis
Normatif artinya pendekatan masalah yang mempunyai maksud dan tujuan untuk
mengkaji berbagai perundang-undangan, peraturan-peraturan yang berlaku dan
berkompenten untuk digunakan sebagai dasar dalam melakukan pembahasan
dalam permasalahan (Soerjono Soekanto, 1986: 15).

Metode pendekatan Yuridis Normatif yaitu dengan cara mengkaji
berbagai macam aturan hukum yang bersifat formil seperti Peraturan Daerah
Kabupaten Jember, Peraturan Desa Ambulu dan buku-buku yang berisi konsep-
konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi

pokok bahasan.

1.4.2. Sumber Bahan.

D1 dalam penyusunan skripsi ini dipergunakan dua macam sumber bahan
sebagai berikut ;
1.4.2.1. Bahan Primer,

Sumber bahan primer adalah sumber bahan yang diperoleh dengan
mengadakan wawancara, serta meminta penjelasan yang berhubungan dengan
permasalahan (Soerjono Soekanto, 1986: 12).

Bahan ini diperoleh dengan cara penelitian langsung dilapangan melalui
wawancara di Kantor Desa Ambulu dan Badan Perwakilan Desa di Desa Ambulu,

Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember.

1.4.2.2. Bahan Sekunder.
Sumber bahan sekunder adalah bahan yang diperoleh melalui beberapa

literatur atau perpustakaan, yang erat kaitannya dengan permasalahan (Soerjono
Soekanto, 1986:12).

Bahan ini diperoleh dari studi kepustakaan, terdiri dari buku-buku

literatur, pada kumpulan Peraturan Daerah Jember dan Surat Keputusan.
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1.5.3. Metode Pengupulan Bahan. .

Sedangkan metode pengumpulan bahan yang dipergunakan dalam
penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut ;

I. Wawancara. _

Wawancara yaitu metode pengumpulan bahan yang dilakukan dengan
mengajukan pertanyaan-pertanyaan langsung yang sistematis dengan instansi
terkait berkaitan dengan masalah yang diteliti dan berlandaskan pada tujuan
penelitian (Soerjono Soekanto, 1986:12).

2. Studi Literatur.

Studi literatur adalah metode pengumpulan bahan dengan jalan

mempelajari dan memahami berbagai literatur, peraturan perundang-undangan,

ilmu pengetahuan sosial yang relefan berkaitan dengan masalah yang diteliti

(Soerjono Soekanto, 1986: 21).

1.5.4. Analisis Bahan.

Berkaitan dengan pengolahan bahan, dalam analisis bahan dikenal
dengan adanya metode kualitatif yaitu tata cara penelitian yang menghasilkan
penelitian deskriptif yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau
lisan dengan tujuan memahami atau mengerti apa vang sedang diteliti (Soerjono
Soekanto, 1986: 32).

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menggunakan metode kualitatif
dan deskriptif yang artinya metode anahisis vyang dilakukan dengan cara
memberikan gambaran tentang pembuatan peraturan desa yang diperoleh dari segi

literatur berdasarkan fakta empiris (Praktek).
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BABI | ‘o | UNVERSIIAS Jii
FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TFORT—— —

2.1. Fakta.

Berdasar pada Peraturan Desa (Perdes) di Desa Ambulu Kec. Ambulu
Kab. Jember Nomor 2 Tahun 2003, tentang tata cara pencalonan, pemilihan
pengangkatan dan atau pemberhentian Kepala Desa, maka kedudukan, tugas dan
fungsi serta peranan perangkat Pemerintahan Desa sebagai suatu Organisasi
Pemerintah Terendah, menjadi penentu didalam melaksanakan program
pembangunan, Oleh karena itu, dalam menciptakan Pemerintah Desa perlu
diciptakan perangkat Pemerintahan Desa yang berkemampuan cukup, berwibawa,
dinamis disertai dengan suatu tata administrasi yang sempurna untuk memenuhi
perkembangan zaman,

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk
pembinaan kententeraman dan ketertiban secara berdaya guna dan berhasil guna,
maka diperlukan aparat desa yang mampu mengemban tugas dan kewajiban
sebagai  penyelenggara utama di bidang pemerintahan, pembangunan,
kemasyarakatan dan mengayomi masyarakat.

Dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa Ambulu periode tahun
1996-2003, maka ada peraturan pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 pasal 15 yaitu;
(1) masa jabatan kepala desa paling lambat 10 (sepuluh tahun) atau dua kali masa

jabatan terhitung sejak tanggal ditetapkan;

(2) apabila masa jabatan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah
berakhir, yang bersangkutan tidak boleh dicalonkan kembali untuk masa
Jjabatan berikutnya.

Dalam artian Kepala Desa mempunyai jabatan 5 (lima) tahun setelah itu Kepala

Desa tersebut dapat mencalonkan kembali untuk periode selanjutnya dan apabila

terpilih, maka untuk periode selanjutnya tidak dapat lagi mencalonkan diri

menjad: Kepala Desa.

Dikarenakan Kepala Desa Ambulu telah menjabat 2 (dua) periode maka

Kepala Desa lama tidak diperkenankan untuk mencalonkan menjadi Kepala Desa
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periode 2003-2008. Oleh karena itu, Kepala Desa lama bersama Badan
Perwakilan Desa (BPD) membuat Peraturan Desa Ambulu Nomor 2 Tahun 2003,

tentang tata cara pencalonan, pemilihan, pengangkatan dan atau pemberhentian
Kepala Desa Ambulu, yang mencakup tentang :
I. Ketentuan Umurmn;
IL. Mekanisme Pencalonan Kepala Desa;
III.  Persyaratan Calon Kepala Desa;
IV.  Mekanisme Pencalonan Kepala Desa;
| 1. pemilihan calon yang berhak dipilih;
2. kampanye;
3. pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
V. Pelaksanaan Penghitungan Suara;
VL Pengesahan, Pengangkatan dan Pelantikan Kepala Desa;
VII.  Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa, VIIIL
Pengangkatan Pejabat Kepala Desa;
X. Lowongan Jabatan Kepala Desa dan Pengisiannya;
X. Ketentuan Lain-lain;
XL Ketentuan Penutup.

Badan Perwakilabn Desa merupakan mitra kerja pemerintahan desa
dalam membuat segala sesuatu tentang Peraturan Desa adapun fungsi antara lain
merumuskan dan menetapkan Peraturan Desa bersama-sama pemerintah desa
serta menampung aspirasi masyarakat yaitu menangangi dan menyalurkan aspirasi
vang diterima dari masyarakat kepada pejabat atau pemerintah desa.

Dengan berlakunya Peraturan Desa Ambulu maka segala peraturan,
keputusan instruksi yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah tentang tata cara
pemilihan, pengangkatan , pemberhentian sementara dan atau pemberhentian
kepala desa dinyatakan tidak berlaku. Peraturan Desa (Perdes) merupakan salah
satu alat untuk mencaphi suatu kesejahteraan dan dibuat untuk memenuhi
kepentingan atau kebutuhan masyarakat dan yang paling mengetahuhi adalah
warga desa itu sendiri, maka wajarlah warga desa diberi kesempatan untuk

mengemukakan pendapat-pendapatnya. Oleh karena itu, perlu adanya sifat
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keterbukaan dalam membuat suatu Peraturan Desa, dan diadakannya dengar
pendapat (Hearing) dengan element masyarakat.

Peraturan Desa (Perdes) merupakan salah satu kebijakan tertulis, dalam
hal ini Peraturan Desa dibuat dikarenakan di Desa Ambulu membutuhkan seorang
pemimpin dalam menjalankan roda pemerintahan desa. Proses pembuatan
Peraturan Desa dengan adanya usulan dan peringatan kepada Kepala Desa
Ambulu, bahwa masa jabatannya akan berakhir, maka di dalam pembuatan
Peraturan Desa (Perdes) harus terdapat, Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan
Perwakilan Desa yang harus memenuhi 2/3 (dua pertiga) forum. Dalam
mengeluarkan suatu Peraturan Desa harus tunduk pada peraturan yang ada di
atasnya. Mengacu dari ketentuan tersebut diatas maka, format dan tata bahasa
harus mudah dipahami oleh warga desa Ambulu, yang harus ditaati sejak tanggal

ditetapkan.

2.2. Dasar Hukum.

Dalam memutuskan atau membahas permasalahan tersebut diatas dasar
hukum yang dipergunakan adalah sebagai berikut ;

2.2.1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengemukakan antara lain ;

“Oleh karena negara Indonesia itu suatu eenheidstaat (Negara Kesatuan),
maka tidak akan mempunyai daerah dalam lingkungannya yang bersifat staat
(satu) juga”

Penyelenggaraan Otonomi Daerah dilaksanakan dalam kerangka Negara
Kesatuan Republik Indonesia, karena pada dasarnya penyelenggaraan
pemerintahan desa merupakan sistem dari penyelenggaraan pemerintahan daerah.
2.2.2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang ini  mengatur Pemerintahan Desa dalam menjalankan
roda pemerintahan desa, mencakup tentang masa jabatan Kepala Desa, syarat-
syarat menjadi Kepala Desa, Kewenangan Desa, Tugas dan Kewajiban Kepala
Desa, Pertanggung-jawaban Kepala Desa dan Kepala Desa diberhentikan, yang
tertuang dalam pasal (95), pasal (96), pasal (97), pasal (101), pasal (102), pasal
(103).
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Pasal 95 .

I

pemerintah desa terdiri atas Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain
dan Perangkat Desa;

2. kepala desa dipilih langsung oleh penduduk desa dari calon yang memenuhi
syarat;

3. calon Kepala Desa yang terpilih dengan mendapatkan dukungan suara
terbanyak, sebagaimana dimaksud pada alyat (2), ditetapkan oleh Badan
Perwakilan Desa dan disahkan oleh Bupati.

Pasal 96

Masa jabatan Kepala Desa paling lama 10 (sepuluh) tahun atau dua kali masa

Jabatan terhitung sejak tanggal ditetapkan.
Pasal 97

Yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa adalah Penduduk Desa Warga Negara

Republik Indonesia dengan syarat-syarat ;

bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

c. tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang
mengkhianati Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, G-30-S/PKI dan
atau kegiatan organisasi terlarang lainnya;

d. berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan
atau berpengetahuan sederajat;

e. berumur sekurang-kurangnya 25 tahun;

f. sehat jasmani dan rohani;

g. nyata-nyata tidak terganggu jiwa atau ingatannya;

h. berkelakuan baik.

Pasal 101

Tugas dan kewajiban Kepala Desa adalah ;

a.
b.

C.

memimpin penyelenggaraan pemerintah desa;
membina kehidupan masyarakat desa;

membina perekonomian desa;

d. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat desa;
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¢. mendamaikan perselisihan masyarakat di desa;

f. mewakili masyarakat desanya didalam dan diluar pengadilan dan dapat
menunjuk kuasa hukumnya.
Pasal 102
Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, sebagaimana yang dimaksud
dalam pasal 101, Kepala Desa ;
a. bertanggung-jawab kepada rakyat melalui Badan Perwakilan Desa;
b. menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
Pasal 103
(1) Kepala Desa berhenti karena ;

a. meninggal dunia;

b. mengajukan berhenti atas permintaan sendiri;
tidak lagi memenuhi syarat dan atau melanggar sumpah/janji;

d. berakhir masa jabatan dan telah dilantik Kepala Desa yang baru dan;

e. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan Perundang-
undangan yang berlaku atau norma yang hidup dan berkembang di
masyarakat Desa.

(2) Pemberhentian Kepala Desa. Sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
i)emberhentian Kepala Desa dilakukan oleh Bupati atas usul Badan

Perwakilan Desa.

2.2.3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2001 tentang
Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

Peraturan i digunakan dalam mengatur tentang bentuk dan susunan
mengenai Pemerintahan Desa yang mana antara Pemerintah Desa dan Badan
Perwakilan Desa, memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul adat istiadat setempat
yang diakui oleh Pemerintah Nasional yang bercirikan keanekaragaman,
partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat yang
termaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dapat diketahui salah

satu inti pelaksanaan, Otonomi Daerah adalah terdapatnya keleluasaan pemerintah
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daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan sendiri atas dasar prakarsa,
kreatifitas dan peran aktif masyarakat hal tersebut dapat dilihat dalam pasal ;
Pasal 9
Ayatl : kepala desa dipilih langsung oleh warga desa dari calon yang
memenuhi syarat;
Ayat2 : pemilihan kepala desa dilaksanakan melalui tahap pencalonan dan
pemilihan.
224 Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 60 Tahun 2000 tentang
Pokok-pokok Hubungan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Desa.
Peraturan ini mengatur tentang penyelenggaraan pemerintah desa dan
merupakan subsistemn penyelenggaraan Pemerintah Daerah, sehingga desa
memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya
yang masuk dalam ;
Pasal 2
Avat 1 : dalam penyelenggaraan pemerintahan terdapat hubungan koordinasi,
konsuitasi, kerjasama dan atau kemitraan antara pemerintah daerah
dengan pemerintah desa dalam kedudukan masing-masing;
Ayat2 : hubungan sebagaimana disebut dalam ayat 1, ayat ini meliputi
upava meningkatkan dan mempercepat pada masyarakat.
2.2.5. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 28 Tahun 2001 tentang Tata
Cara Pemilihan, Pengangkatan dan atau Pemberhentian Kepala Desa.
Dalam rangka penyelenggaraan, Urusan Pemerintah Desa berupaya
untuk menampung dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi di Desa dalam
proses Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa agar tercapai suasana aman, tertib,
kondusif dan terpadu sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63
Tahun 1999 tentang petunjuk pelaksanaan dan penyerasian, peristilahan dalam

peyelengaraan Pemerintah Desa dan Kelurahan.

2.3. Landasan Teori.

2.3.1. Pengertian Desentralisasi.
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Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 pasal 1 (e)
Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan dan pemerintah atau
daerah tingkat atasnya kepada daerah menjadi urusan rumah tangganya. Atas
dasar asas ini pemerintah menyerahkan wewenang urusan pemerintah tertentu
kepada daerah-daerah yang diberi hak otonomi untuk mengatur dan mengurusnya
sebagai urusannya rumah tangga sendiri.

Terjadinya desentralisasi inilah yang sering di salah maknakan oleh
penguasa lokal untuk kemudian bertindak sewenang-wenang dalam menjalankan
pemerintahan. Padahal pemaknaan desentralisasi yang Ideal seperti apa yang
dikonsepsikan oleh Rodenli sebagai “ Devolusi” (Rodenli, Gerakan Elitis
Menuju Gerakan Populis dalam Sobeyantoro dan Ramdhoni., Ed., 2003:22).

Devolusi dalam konsepsi Rodenli merupakan bentuk desentralisasi yang
lebih ekstensif yang merujuk pada situasi dimana pemerintah pusat mentransfer
kewenangan untuk pengambilan keputusan, keuangan dan manajemen kepada unit
otonomi pemerintah daerah (Rodenli, Gerakan Elitis Menuju Gerakan Populis
dalam Sobeyantoro dan Ramdhoni., Ed., 2003:22).

Menurut Rodenli ada 5 (lima) ciri melekat pada devolusi yaitu ;

1. harus ada sebuah badan lokal yang secara konstitusional terpisah dari
pemerintah pusat dan bertanggung jawab pada pelayanan lokal yang
signifikan;

2. pemerintah daerah harus memiliki kekayaan sendiri, anggaran dan rekening
seiring dengan otoritas untuk meningkatkan pendapatannya;

3. harus mengembangkan kompetensi staf dengan menggaji, memecat dan
mempromosikan mereka;

4. anggota dewan yang terpilih, yang beroperasi pada garis partai, harus
menentukan kebijakan dan prosedur internal;

5. pejabat pemerintah pusat harus melayani sebagai penasehat dan penilik luar
vang tidak memiliki peranan apapun didalam otoritas lokal (Rodenli, Gerakan
Elitis Menuju Gerakan Populis dalam Sobeyantoro dan Ramdhoni., Fd.,
2003:22).
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Secara lebih rinci Bagir Manan, yang menulis desentralisasi tentang
hubungan pusat dan daerah di Universitas Padjajaran menyimpulkan bahwa ada 3

faktor yang memperlihatkan kaitan yang erat antara demokrasi dan otonomi serta

desentralisasi ;
I. untuk mewujudkan kebebasan;
2. untuk menumbuhkan kebiasaan dikalangan masyarakat agar mampu

memutuskan sendiri berbagai kepentingan yang langsung berkaitan dengan

mereka;

'S}

untuk memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya terhadap masyarakat yang
mempunyal tuntutan yang berbeda-beda.

(Bagir Manan, Gerakan elitis Menuju Gerakan Populis dalam Sobeyantoro
dan Ramdhoni., Ed., 2003:25).

2.3.2. Otonomi Daerah.

Menurut pasal 1 (h) Undang-undang Nomor 22 tahun 1999, vang
dimaksud dengan Otonomi Daerah adalah * kewenangan daerah otonom mengatur
dan mengurus kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan
aspek masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan™.

Otonomi Daerah berarti penyelengaraan pemerintahan dilaksanakan
dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung-jawab kepada
daerah secara proporsional untuk mewujudkan pengaturan, pembagian dan
pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta pengembangan
keuangan pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia
(Teamwork Lapera 2001, Gerakan Elitis Menuju Gerakan Populis dalam
Sobeyantoro dan Ramdhoni., Ed., 2003:20).

Menurut Machfud MD menegaskan bahwa filosofis, formulasi dan
implementasi otonomi haruslah berorientasi pada ;

I. realisasi dan implementasi demokrasi;
2. realisasi kemandirian secara nasional dan mengembangkan sensitivitas

kemandirian daerah;
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3. membiasakan daerah untuk membiasakan diri dalam mengatur (memanage)
permasalahan dan kepentingan sendiri:
4. menyiapkan political schooding (pembelajaran) untuk masyarakat;
5. menyediakan saluran bagi aspirasi dan partisipasi bagi daerah;
6. membangun efisiensi dan efektivitas pemerintahan,
(Machfud MD, Gerakan Elitis Menuju Gerakan Populis dalam Sobeyantoro dan
Ramdhoni., Ed., 2003:20).

Menurut Mahardika daerah dikonsepsikan bahwa daerah vang
mempunyai kewenangan untuk mengatur rumah tangganya sendiri, sesuai dengan
aspirasi dan prakarsa masyarakat setempat serta tetap memperhatikan karakter,
sifat, kebutuhan dan kepentingan yang ada didaerah tersebut, yang bisa saja
berbeda dengan daerah lainnya (Mahardika, Gerakan Elitis Menuju Gerakan
Populis dalam Sobeyantoro dan Ramdhoni., Ed., 2003:21). .

Artinya, Daerah Otonom tersebut dapat menyelenggarakan
pemerintahan harus tetap mengutamakan aspirasi dan kontrol dari masyarakat
daerah tersebut, agar kewenangan yang dimiliki daerah tidak diartikan sebagai
kekuasaan mutlak daerah untuk mengeksploitasi daerah demi kepentingan sendiri

( Sobeyantoro dan Ramdhoni., Ed., 2003:22 ).

2.3.3. Pengertian Desa.

Desa adalah suatu wilayah yang ditempati sejumlah penduduk sebagai
kesatuan masyarakat termasuk didalamnya masyarakat hukum, mempunyai
organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah camat dan berhak
menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan
Republik  Indonesia (Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia,
1988:96).

Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, pasal 1 (o) dan
tentang Otonomi Daerah, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki
kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam sistem pemerintahan

nasional dan berada di daerah kabupaten.

1 4
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2.3.4. Pengertian Otonomi Desa. .

Menurut Undang-undang Nomor 22 tahun 1999, pasal 1 (i) dan (h)
tentang Otonomi Daerah, pengertian otonom adalah kesatuan masyarakat hukum
tertentu yang berwenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat
setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Ikatan
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Jadi, Otonomi Desa adalah kewenangan desa dalam mengatur dan
mengurus pemerintahan desa serta kepentingan masyarakat desa setempat
menurut prakarsa mereka sendiri dalam konteks batasan wilayah tertentu serta
tidak meninggalkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam

pemerintahan nasional dan berada didalam daerah kabupaten.
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3.1. Pembuatan peraturan desa keselarasan antara peraturan yang ada.

Pada dasarnya pembuatan Peraturan Desa dapat di jumpai dalam
peraturan perundang-undangan yang di dalamnya ada 3 (tiga) macam peraturan
perundang-undangan yaitu ;

a. perundang-undangan Tingkat Pusat : UU, PP, Kepres, Inpres,

Kepmendagri,

b. perundang-undangan Tingkat Daerah : Peraturan Daerah dan Keputusan

Kepala Daerah,

¢. perundang-undangan Tingkat Desa : Peraturan Desa dan Keputusan

Kapala Desa.

Peraturan Desa tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum,
Peraturan Daerah lainnya dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Dalam Hal ini pembuatan Peraturan Desa di Desa Ambulu, Kec. Ambulu, Kab.
Jember mengacu pada peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya, yaitu
Undang-undang Nomor 22 Thun 1999 dan Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun
2001.

Dalam pembentukan Peraturan Desa, Badan Perwakilan Desa
mangadakan rapat yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah
anggota Badan Perwakilan Desa. Badan Perwakilan Desa bersama Kepala Desa
menetapkan Peraturan Desa dengan ditetapkan Surat Keputusan Kepala Desa
Ambulu.

Pengaturan lebih lanjut mengenai Peraturan Desa ditetapkan dengan
dikeluarkanya Peraturan Daerah yang di dalamnya harus memuat ;

a. bentuk peraturan Desa;
b. tata cara penetapan peraturan Desa;

¢. mekanisme pengambilan keputusan;

$

persyaratan material;

¢. pelaksanaan peraturan Desa.

1 75
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Peraturan Daerah Kabupaten Jgmber dan Peraturan Desa Ambulu
sebelum ditetapkan, disosialisasikan terlebih dahulu kepada masyarakat sesuai
dengan kondisi sosial budaya setempat. Hal tersebut dapat dilihat dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001, mengenai pedoman umum pengaturan
mengenai desa.

Pembuatan Peraturan Desa tidak perlu pengesahan Bupati, tetapi wajib
disampaikan kepadanya selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah ditetapkan
dengan tembusan kepada Camat dan fungsi pengawasan Badan Perwakilan Desa
meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan desa, Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa serta Keputusan Kepala Desa yang tertuang dalam pasal 104
dan pasal 105 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah
merupakan pengganti Undang-undang Nomor 5 Tahum 1974, tentang pokok-
pokok pemerintahan di daerah dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979, tentang
pemerintahan desa. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, memberikan otonomi
daerah yang tidak hanya berarti melaksanakan demokrasi di lapisan tingkat
bawah, tetapi jupa mendorong oto-aktifitas untuk melaksanakan apa yang
dianggap baik bagi lingkungan sendiri. Harus disadari bahwa prinsip dasar yang
melandasi otonomi daerah adalah demokrasi, kesetaraan, keadialan dan disertai
kesadaran akan pluralisme (kecintaan) Bangsa Indonesia sedangkan undang-
undang ini memberikan dasar menuju self governing yaitu suatu komunitas yang
mengatur dirinya sendiri. Dikarenakan posisi Desa Ambulu, Kec. Ambulu, Kab.
Jember yang memiliki otonomi asli, sangat strategis sehingga memerlukan
perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan otonomi daerah, karena
dengan otonomi yang kuat akan mempengaruhi secara signifikan perwujudan
otonomi daerah.

 Dalam rangka perwujudan demokrasi tingkat desa diadakan Badan
Perwakilan Desa vang berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi
masyarakat dan melakukan pengawasan dalam hal penetapan dan pelakasanaan

Peraturan Desa.
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Dengan dipertegasnya desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat desa setempat menurut prakarsa sendiri
berdasarkan sosial budaya, maka terbuka peluang untuk tumbuh dan
berkembangnya lembaga-lembaga kemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan dan
kondisi sosial budaya setempat. Lembaga-lembaga kemasyarakatan yang
dimaksud merupakan mitra dari pemerintah desa dalam rangka pemberdayaan
masyarakat.

Pembuatan Peraturan Desa menurut Peraturan Daerah (Perda) Nomor 28
Tahun 2001, untuk penyelenggaraan urusan pemerintah desa, pemerintah daerah
dan pemerintah umum termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban secara
berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu adanya aparat pemerintahan desa
vang mampu mengemban tugas dan kewajiban sebagai penyelengara dan
penanggung-jawab di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan
serta dapat mengayomi masyarakat. Dalam upaya menampung dan menyelesaikan
berbagai permasalahan yang terjadi di desa dalam proses pencalonan dan
pemilihan Kepala Desa, serta sesuai pula dengan tingkat pelayanan masyarakat
dan tingkat perkembangan pembangunan agar tercapai suasana aman, tertib,
kondusif dan terpadu, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Desa tentang
tata cara pencalonan, pengangkatan dan atau pemberhentian Kepala Desa.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Desa dan Badan
Perwakilan Desa, diketahui bahwa dalam pembuatan Peraturan Desa antara
Kepala Desa dan Badan Perwakilan Desa bermusyawarah dalam membuat suatu
aturan desa. Dalam pembuatan Peraturan Desa ada pendampingan dari Camat atau
pejabat yang ditunjuk, dalam membuat suatu aturan desa sehingga mudah
dipahami oleh masyarakat desa. Pembuatan aturan desa itu tanpa melupakan
aturan perundang-undangan yang ada diatasnya, acuan dari aturan desa itu, adalah
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun
2001.

Desa dapat melakukan perbuatan hukum, baik hukum publik maupun
hukum perdata dan memiliki kekayaan, harta benda dan bangunan serta dapat

dituntut dan menuntut di pengadilan. Untuk itu Kepala Desa dengan persetujuan
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Badan Perwakilan Desa mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan

hukum dan mengadakan perjanjian menguntungkan.

Peraturan Desa merupakan peraturan yang dibuat oleh Badan Perwakilan

Desa dan Kepala Desa berdasarkan Pasal 104 Jo. 105 Undang-undang Nomor 22
Tahun 1999. |

Adapun asas perundang-undangan Tingkat Desa adalah sebagai berikut ;

a. asas tingkat herarki.

=

2

Suatu perundang-undangan tingkat desa (Perdes) yang isinya tidak boleh
bertentangan dengan isi perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatan atau
derajatnya.

asas tidak dapat diganggu gugat.

Asas ini berkaitan dengan hak menguji perundang-undangan;

hak menguji material (materiele toestsingrecht) yaitu menguji material atau isi
dari perundang-undangan apakah bertentangan dengan ketentuan-ketentuan
perundang-undangan yang lebih tinggi derajatnya;

hak menguji secara formal (formale toetsingrecht) yang menguji apakah
semula formalitas atau tata cara pembentukannya sudah dipenuhi.

asas tidak berlaku surut.

Tidak layak apabila sesuatu yang ditentukan dalam perundang-undangan
diberlakukan untuk masa silam sebelum perundang-undangan itu dibuat dan
diundangkan, karena apabila diberlakukan surut akan dapat menimbulkan
bermacam-macam akibat yang tidak baik. Yang mendasari hal tersebut adalah
pasal 2.A.B (S.1847 :23) yang berbunyi : Undang-undang hanyalah mengikat
untuk masa depan dan tidak mempunyai kekuatan berlaku surut.
Perundang-undangan dibuat dengan maksud untuk keperluan masa depan
semenjak perundang-undangan itu diundangkan.

Tidak layak apabila sesuatu yang ditentukan dalam perundang-undangan
diberlakukan untuk masa silam sebelum perundang-undangan itu dibuat dan
diundangkan.

asas perundang-undangan yang baru, menyampingkan perundang-undangan

yang lama (Lex Posteriori Derogat Lex Prior1).
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Jadi pada dasarnya asas ini mengatur bahwa meskipun perundang-undangan
yang lama dicabut oleh perundang-undan.gan yang baru, maka secara otomatis
perundang-undangan yang barulah vang berlaku dan mempunyai kekuatan
hukum mengikat.

Asas ini menyatakan apabila ada sesuatu masalah yang diatur dalam suatu
perundang-undangan yang lama, diatur pula dalam perundang-undangan yang
baru, maka ketentuan perundangan-undangan yang barulah yang berlaku.

e. asas keterbukaan (Openess) dalam pembentukanya.

f perundang-undangan (Perdes) merupakan salah satu alat untuk mencapai suatu
kesejahteraan dan dibuat untuk memenuhi kepentingan atau kebutuhan rakyat
dan yang paling mengetahuhi adalah rakyat itu sendiri.

Maka dalam rangka memenuhi kebutuhannya, wajarlah apabila rakyat diberi
kesempatan untuk mengemukakan pendapat-pendapatnya. Oleh karena itu,
perlu ada sifat keterbukaan dalam membuat suatu Perdes. Selain itu juga perlu
adanya dengar pendapat (Hearing) dengan elemen masyarakat.

Dalam pembuatan peraturan desa menurut Peraturan Daerah (Perda)

Nomor 28 Tahun 2001 diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6

Tahun 1981 sebagai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979. Adapun

pengertian Peraturan Desa yaitu peraturan yang telah ditetapkan oleh Kepala

Desa setelah dimusyawarahkan atau dimufakatkan oleh Badan Perwakilan Desa

serta telah mendapat pemberitahuan kepada Bupati. Adapun Sub Materi peraturan

desa ;
|. menetapkan ketentuan-ketentuan yang mengatur,
2. menetapkan segala sesuatu yang menyangkut kepentingan masyarakat desa;

3. menetapkan segala sesuatu yang memberatkan beban desa.

3.2. Tata cara teknis pembuatan peraturan desa oleh pemerintah desa.

Badan Pembentuk Peraturan Desa adalah Badan Perwakilan Desa dan
Kepala Desa. Hak inisiatif atau mengajukan rancangan Peraturan Desa berada
pada Kepala Desa dan Badan Perwakilan Desa. Perturan Desa ditetapkan oleh

Kepala Desa setelah mendapat persetujuan Badan Perwakilan Desa. Untuk
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menetapkan Peraturan Desa, Badan Perwakilan Desa mengadakan rapat yang
dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) anggota Badan Perwakilan
Desa. Peraturan Desa ditandatangani oleh Kepala Desa dan tidak perlu
pengesahan Bupati. Peraturan Desa wajib disampaikan kepada Bupati selambat-
lambatnya 2 (dua) minggu setelah ditetapkan, dengan tembusan Camat. Meskipun
tidak memerlukan pengesahan, namun Pemerintah Daerah dapat membatalkan
Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa yang bertentangan dengan
kepentingan umum dan atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Bentuk Peraturan Desa ;

1. judul atau nama;

[

pembukaan;

diktum;

=l

batang tubuh;

a). ketentuan umum:;

b). ketentuan mengenai inti materi;
¢). ketentuan pidana;

d). ketentuan peralihan;

€). ketentuan penutup.

s

pengundangan.

Dari hasil wawancara penulis dengan Kepala Desa dan Badan
Perwakilan Desa di Desa Ambulu, Kec. Ambulu, Kab. Jember tertanggal 25
Desember 2003 dan 10 Maret 2003, rancangan Peraturan Desa tentang tata cara
pencalonan, pemilihan, pengangkatan dan atau pemberhentian Kepala Desa di
Desa Ambulu dibuat dan musyawarahkan oleh Kepala Desa, Perangkat Desa,
Badan Perwakilan Desa dan tokoh masyarakat, dimana dalam pembuatan
rancangan Peraturan Desa Ambulu sampai dikeluarkanya Keputusan Kepala Desa
membutuhkan waktu kurang lebih 1 (satu) bulan. Di dalam pembuatan Peraturan
Desa Ambulu tersebut didampingi oleh Camat atau pejabat yang ditunjuk, untuk
memberikan suatu arahan-arahan sampai menjadi suatu ketetapan desa yah‘g\‘
disetujui oleh Kepala Desa dan Badan Perwaklilan Desa dan mengeluarkan surat

keputusan Kepala Desa Ambulu dengan Nomor 2 Tahun 2003,
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Camat memberikan arahan tentang pembuatan Peraturan Desa Ambulu,

Kec. Ambulu, Kab. Jember. Kemudian Peraturan Desa tersebut disampaikan

kepada Bupati Jember bahwa di Desa Ambulu akan diadakan pemilihan Kepala

Desa berdasar pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang di atasnya dan

tidak bertentangan dengan kepentingan umum, serta Bupati Jember tidak

memberikan penolakan maka Peraturan Desa Ambulu ditaati dan dilaksanakan
sejak tanggal ditetapkan oleh warga desa.

Tata cara atau proses pembentukan Peraturan Desa di Desa Ambulu.

Proses Pembentukan Perdes terdiri dari tiga tahap ;

a. proses penyiapan rancangan Peraturan Desa, yang merupakan proses
penyusunan dan perancangan di lingkungan Pemerintah Desa atau lingkungan
Badan Perwakilan Desa.

- Pemerintah Desa dalam rangka menyusun dan merancang Peraturan Desa
dapat membentuk suatu Tim atau Panitia penyusun atau perancang Peraturan
Desa. Tim atau Panitia penyusun atau perancang Peraturan Desa terdiri dari
sebagian Perangkat Desa, LPMD (sebutan lain), elemen masyarakat dan
akademisi yang ada di Desa. Muatan materi Peraturan Desa berupa
Kebijaksanaan Pemerintah Desa yang bersifat mengatur, membebam dan
mengatur kepentingan masyarakat maupun membebani Keuangan Desa.
Panitia dapat mengambil prakarsa untuk mempersiapkan rancangan
Peraturan Desa sesuai dengan materi yang diinginkan oleh Kepala Desa.
Prakarsa tersebut dengan penjelasan pokok-pokok materi serta urgensinya
terlebih dahulu harus dikonsultasikan kepada Kepala Desa, sebelum
dilaksanakan persiapan penyusunannya.

Dalam konsultasinya tersebut Kepala Desa akan memberikan petunjuk dan
arahan mengenai materi dan prinsip-prinsip yang harus di muat dalam
rancangan Peraturan Desa.

Dengan persetujuan Kepala Desa, panitia yang bersangkutan melakukan
langkah-langkah dengan mengadakan rapat, panitia membahas rancangan
materi dan aspek hukumnya. Panitia setelah rapat beberapa kali, didapatm

hasil terakhir sebagai kebulatan pendapat atas materi rancangan Peraturan

~Ny
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Desa, disampaikan kepada Kepala Desa disertai penjelasan-penjelasan
tentang pokok materi serta penggarapannya.

Racangan Peraturan Desa yang telah disusun oleh Kepala Desa dan
Perangkat Desa, dengan surat pengantar disampaikan kepada Badan
-Perwakilan Desa selambat-lambatnya 5 (lima) hari sebelum diselenggarakan
rapat Badan Perwakilan Desa untuk menetapkan Peraturan Desa tersebut.
Apabila kententuan waktu itu tidak dapat di penuhi, Badan Perwakilan Desa
dapat menunda jadwal rapat anggota.

Rancangan Peraturan Desa di Desa Ambulu, Kec. Ambulu, Kab. Jember,
pemerintah desa membentuk tim yang didalamnya terdapat, Kepala Desa,
Perangkat Desa, Camat, Badan Perwakilan Desa dan Tokoh masyarakat.
Sebelum mengadakan rapat Badan Perwakilan Desa menggandakan silabus
materi tentang pokok-pokok rapat tentang pemilihan Kepala Desa di Desa
Ambulu, dan memberikan silabus materi ke pihak-pihak yang terkait dalam
pembuatan Peraturan Desa Ambulu untuk dipelajari dan dipahami.

Badan Perwakilan Desa menentukan hari, tanggal, waktu dan tempat untuk
mengadakan rapat dan membahas Peraturan Desa tentang tata cara
pemilihan Kepala Desa di Desa Ambulu, setelah beberapa kali mengadakan
rapat tercapailah suatu kesepakatan tertulis dalam bentuk Peraturan Desa,
vang di dalamnya terdapat penjelasan tentang pokok-pokok meteri serta
penggarapannya serta adanya pengawasan dan kontrol dalam pelaksanaan
Peraturan Desa Ambulu oleh Badan Perwakilan Desa Ambulu.

proses mendapatkan persetujuan yang merupakan pembahasan di Badan
Perwakilan Desa. |

Badan Perwakilan Desa setelah menerima usulan rancangan Peraturan Desa
dari Kepala Desa diserahkan kepada sekretaris Badan Perwakilan Desa, oleh
sekretaris Badan Perwakilan Desa diberi nomor pokok, diperbanyak dan
disampaikan kepada para anggota Badan Pertwakilan Desa. Dalam rangka
membahas rancangan Peraturan Desa yang diajukan oleh Kepala Desa,
Badan Perwakilan Desa mengadakan rapat anggota vang dihadiri sekuranf,b\
kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota Badan Perwakilan Desa.

~™
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Rapat anggota ini dipimpin oleh ketug Badan Perwakilan Desa, dan apabila
berhalangan dipimpin oleh Wakil Ketua Badan Perwakilan Desa dan
dihadiri pula oleh Perangkat Desa serta disaksikan oleh camat atau pejabat
lain yang ditunjuk. Apabila anggota Badan Perwakilan Desa yang hadir
kurang dari 2/3 (dua pertiga), rapat anggota Badan Perwakilan Desa
dinyatakan tidak sah.

Apabila rapat Badan Perwakilan Desa dinyatakan tidak sah, maka pimpinan
Badan Perwakilann Desa setelah mendengar pertimbangan dari para anggota
Badan Perwakilan Desa menentukan waktu untuk mengadakan rapat
berikutnya selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari setelah rapat
sebelumnya.

Dalam rapat Badan Perwakilan Desa pertama kali, diagendakan penjelasan
rancangan Peraturan Desa oleh Kepala Desa dihadapan anggota Badan
Perwakilan Desa, Kepala Desa menjelaskan hal ikhwal menyangkut
rancangan Peraturan Desa baik mengenai asas, urgensi, tujuan dan pokok
materi.

Para anggota Badan Perwakilan Desa dapat memberi tanggapan dalam
bentuk pemandangan umum serta memberikan penjelasan-penjelasan lebih
lanjut dan lebih rinci. Dalam hal ini anggota Badan Perwakilan Desa berhak
pula mengajukan perubahan atau amandemen terhadap rancangan Peraturan
Desa apabila dipandang perlu. Dalam rapat selanjutnya para anggota Badan
Perwakilan Desa membahas secara mendalam bersama Kepala Desa
sehingga tercipta partnership legislative terhadap rancangan Peraturan Desa
vang pada akhirnya dicapai kesepakatan-kesepakatan atau pemahaman yang
sama.

Setelah dilakukan pembahasan-pembahasan oleh anggota Badan Perwakilan
Desa bersama Kepala Desa dan dicapai kesepakatan sesuai dengan jadwal
rapat anggota yang diagendakan, maka pada akhirnya diambil suatu
keputusan untuk disetujui rancangan Peraturan Desa menjadi Peraturan
Desg. Badan Perwakilan Desa dalam mengambil keputusan terhadap

Peraturan Desa, dinyatakan bahwa Peraturan Desa ditetapkan secara
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musyawarah atau mufakat dan harus mencerminkan keinginan masyarakat
desa yang bersangkutan serta tidak bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hal musyawarah atau mufakat tidak dapat dicapai, Camat atau
Pejabat lainnya yang ditunjuk olehnya, berkewajiban untuk memberikan
pengarahan guna pencapaian keputusan musyawarah atau mufakat.
Pembuatan Peraturan Desa di Desa Ambulu dilakukan dengan cara
musyawarah antara Kepala Desa dengan Badan Perwakilan Desa sesuai
dengan peraturan yang berlaku dan kesepakatan, maka apabila musyawarah
atau mufakat belum juga dapat tercapai dilaksanakan Kepala Desa dan
Badan Perwakilan Desa dapat melakukan dengan cara pemungutan suara
untuk mencapai suatu Keputuisan Desa Ambulu.

proses pengesahan dan proses pengundangan

Peraturan Desa ditandatangani oleh Kepala Desa.

Peraturan Desa tidak memerlukan pengesahan Kepala Daerah, tetapi wajib
disampaikan kepada Kepala Daerah selambat-lambatnya 2 (dua) minggu
setelah ditetapkan dengan tembusan Camat.

Dalam rangka memberikan petunjuk pelaksanaan terhadap Peraturan Desa,
Kepala Desa dapat membuat keputusan Kepala Desa yang muatannya
dimusyawarahkan atau dimufakatkan dengan Badan Perwakilan Desa.

Rapat Desa terszbut dapat juga diwujudkan dengan Tilik Dusun guna

menerima aspirasi dari masyarakat dan dapat dihadiri Camat atau Pejabat lain

yang ditunjuk.

Peraturan Desa di Desa Ambulu disampaikan oleh Camat kepada Bupati

selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah ditetapkan, sesuai Keputusan Kepala

Desa Ambulu berdasar pada perundang-undangan yang berlaku dan tidak

bertentangan dengan kepentingan umum. Perarturan Desa tidak perlu pengesahan

kepada Bupati Jember cukup dengan pemberitahuan kepada Bupati. Berdasar

pada Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 60 Tahun 2000, tentang pokok-

pokok hubungan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Desa. Peraturan i

mengattir tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dan merupakan subsistem

N~
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penyelenggaraan pemerintah daerah, sehingga desa memiliki kewenangan untuk

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa.

3.3. Kendala-kendala yang terjadi dalam pembuatan peraturan desa dan
upaya mengatasinya.

Dalam hal penyampaian rancangan Peraturan Desa di Desa Ambulu,
Kec. Ambulu, Kab Jember dan merupakan suatu perundang-undangan yang baru
yang diberlakukan sejak tahun 2000 dan menurut Bapak Mulyono sebagai
anggota Badan Perwakilan Desa, Kepala Desa kurang berkoordinasi kepada
Badan Perwakilan Desa tentang rancangan Peraturan Desa, sehingga Badan
Perwakilan Desa kurang memahami makna atau isi dari suatu rancangan tersebut.
Yang peraturan tersebut sangat dibutuhkan untuk kepentingan desa, belum lagi
adanya pemberitahuan kepada Bupati dengan tembusan Camat.

Dalam perﬁbuatan peraturan desa di Desa Ambulu, Kec. Ambulu, Kab.
Jember acuan dari pembuatan Peraturan Desa adalah sebagian dari Peraturan
Daerah dan sebagian lagi diambil dari inisiatif Kepala Desa dan Badan Perwakilan
Desa. Makna dari suatu Peraturan Desa yaitu isi dan redaksional atau kalimat
peraturan tersebut mudah untuk dipahami dan dilaksanakan oleh warga desa.
Dikarenakan hal ini yang sulit dilaksanakan di karenakan strata atau jenjang
tingkat pendidikan yang tidak sama dan atau bahkan ada yang tidak pernah
mengenyam pendidikan sama sekali, sehingga untuk mengerti isi dari suatu
peraturan desa sulit di Desa Ambulu, Kec. Ambulu, Kab. Jember dalam
wilayahnya di bagi 4 (empat) dusun dan untuk keanggotaan Badan Perwakilan
Desa direkrut dari dan 4 (empat) dusun yang mempunyai fungsi sebagai badan
legeslatif tingkat desa untuk menampung dan menyalurkan aspirasi-aspirasi
masyarakat dari ke 4 (empat) dusun. Hasil wawancara penulis diperoleh
keterangan dari Kepala Desa Ambulu, bahwa pendidikan anggota Badan
Perwakilan Desa, 20 % lulusan SLTP, 70 % lulusan SMU dan 10 % diatas SMU.

Dari hasil wawancara dengan Kepala Desa Ambulu, Kecamatan
Ambulu, Kabupaten Jember, bahwa perekrutan keanggotaan Badan Perwakilan

Desa diatur dalam Peraturan Daerah.
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Hasil wawancara penulis dengan Bapak Mulyono anggota Badan
Perwakilan Desa Ambulu, tanggal 10 Maret 2003. Dasar pembuatan Peraturan
Desa Ambulu yaitu Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Peraturan Daerah
Nomor 28 Tahun 2001, adapun secara teknis dalam pembuatan Peraturan Desa
antara Kepala Desa dan Badan Perwakilan Desa pada awalnya kurang memahami
job discriptionnya masing-masing. Sehingga kurangnya penggodokkan suatu
aturan yang akan dikeluarkan kepada warga desa serta kurangnya persamaan
wawasan antara Kepala Desa dan Badan Perwakilan Desa dalam hal pembuatan
Peraturan Desa kurang mengindahkan dalam hal tata cara pembuatan Peraturan
Desa di Desa Ambulu, tetapi berkat adanya pendampingan dari pihak Kecamatan
ataupun pejabat yang ditunjuk untuk memberikan bimbingan, arahan dan
petunjuk, maka pembuatan Peraturan Desa di Desa Ambulu dapat teratasi dengan
baik.

Kepala Desa harus memperhatikan kedudukkan, tugas dan fungsi Badan
Perwakilan Desa dalam kegiatan pemerintahan desa yang harus mengikut sertakan

Badan Perwakilan Desa yang antara lain ;

—_—

. pemilihan Kepala Desa;

R ]

. pengambilan sumpah atau janji dan pelantikan Kepala Desa;
. penetapan Keputusan Desa;

. penentuan Kebijaksanaan Pemerintah Desa;

h i (98]

. pelaksanaan Pembangunan;

()}

. pembinaan kehidupan masyarakat.

Apabila Badan Perwakilan Desa belum berfungsi, maka dalam
mengembangkan  kegiatan  penyelenggaraan  pemerintah,  pelaksanaan
pembangunan dan pembinaan masyarakat menuju desa ** swasembada” yaitu desa
yang mampu mengurus rumah tangganya sendiri, akan mengahadapi kesulitan. D1
Desa Ambulu, Kec. Ambulu, Kab. Jember apabila dilihat dari dari perekonomian
dan geografis secara keseluruhan Desa Ambulu merupakan desa “ Swasembada™.
Dalam hal ini peran aktif Badan Perwakilan Desa yang penting untuk mengontroi
kinerja Kepala Desa Ambulu serta berusaha untuk memajukan dan meningkatkan

tingkat ;ﬁendidikan warga desa.
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Berperan atau tidaknya Badan Peswakilan Desa dalam penyelenggaraan
pcmermtahan dan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa sebagaimana yang
digariskan dalam peraturan perundang-undangan akan tergantung pada proses
awal pembentukan Badan Perwakilan Desa itu sendiri dikarenakan di Desa
Ambulu membutuhkan suatu lembaga desa yang berfungsi mengawasi jalannya
pemerintahan desa di Desa Ambulu, Peraturan Desa yang dirancang dan dibuat
oleh Kepala Desa dan Badan Perwakilan Desa tidak bertentangan dengan
peraturan yang ada dan tidak menggangu kepentingan umum maka, pemerintahan
desa mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Desa Ambulu Nomor 2 Tahun 2003
tentang tata cara pemilihan Kepala Desa Ambulu . Oleh karena itu, Pemerintah
Daerah dalam menangani pemrosesan pembentukan Badan Perwakilan Desa perlu
secara aktif membimbing dan mengawasi pelaksanaannnya. Sesungguhnya,
peraturan perundang-undangan yang ada telah menetapkan kebijaksanaan-
kebijaksanaan mengenai persyaratan anggota Badan Perwakilan Desa yang harus
dipenuhi, yang telah memungkinkan untuk mampu berperan dalam menampung
dan menyalurkan pendapat dan aspirasi masyarakat serta dapat bekerja sama
dengan Kepala Desa.

Setelah rapat selesai Badan Perwakilan Desa, seketaris BPD segera
menyusun risalah rapat yang memuat ;

1. acara rapat;

2. daftar hadir anggota;

3. pokok-pokok masalah vang dibahas;
4. pokok-pokok pengarahan camat;

5. pokok-pokok pembicaraan anggota,
6. pokok-pokok kesimpulan rapat.

Risalah rapat dimaksud, dijadikan dasar penyusunan keputusan desa dan
merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dengan keputusan yang akan
disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

Dalam menyusun risalah rapat dalam pembahasan pembuatan Peraturan
Desa Badan Perwakilan Desa melaksanakan risalah rapat, tetapi secara

Administratif, Seketaris Badan Perwakilan Desa kurang lengkap dalam mencatat
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ist dari pembahasan rapat tentang pembuatan Peraturan Desa. Antara lain seketaris
Badan Perwakilan Desa kurang lengkapnya pemberian Nomor pokok peraturan
desa sehingga dalam pemberian nomor, harus membuka dulu arsip yang sudah
dibukukan, serta kurang lengkapnya mencatat usulan-usulan yang dikemukakan
oleh Kepala Desa, Badan Perwakilan Desa ataupaun pihak-pihak yang terkait
dalam pembuatan Peraturan Desa

Upaya mengatasi pembuatan Peraturan Desa di Desa Ambulu.

Camat atau pejabat yang ditunjuk memberikan bimbingan dan
penyuluhan kepada Kepala Desa dan ketua-ketua bidang Badan Perwakilan Desa
mengenai hal-hal yang harus dilaksanakan oleh Badan Perwakilan Desa baik pada
persiapan, tahap pelaksanaan maupun tahap tindak lanjut, sebelum pembuatan
Peraturan Desa pihak pemerintah desa memberitahukan waktu, tanggal, tempat
dan acara rapat kepada pihak Kecamatan, sehingga pihak kecamatan bisa
mendamping dan mengarahkan secara teknis pembuatan Peraturan Desa di Desa
Ambulu tentang pemilihan Kepala Desa di Desa Ambulu.

Camat atau pejabat yang ditunjuk memberikan petunjuk cara-cara
penyusunan pembuatan Peraturan Desa ataupun dalam mengeluarkan Keputusan
Kepala Desa di Desa Ambulu, kepada Kepala Desa dan Badan Perwakilan Desa
dari pihak Kecamatan atau pejabat yang ditunjuk secara benar. Berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta memonitor penyelenggaran
Badan Perwakilan Desa di Desa Ambulu.

Dengan demikian keberhasilan penyelenggaraan Badan Perwakilan
Desa, desa akan sangat tergantung kepada kemampuan sumber daya manusia
dalam memberikan bimbingan dan petunjuk kepada Kepala Desa dan ketua-ketua
bidang Badan Perwakilan Desa sesuai dengan bahan atau peraturan perundang-
undangan yang berlaku berdasar pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan

Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2001.
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program Skripsi dari seorang :

Bama lengkan : Subchan Agus Riyadi
N IM : 980723
Mahasiswa : Universitas Jember
Fakultas + Hukum

Sehubungan dengan hal tersebut mohon dapatnya Saudara
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Kenala Desa,

7-/

Ni{a/_é.52085321ooooo1 P

B
SIS



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

FAKULTAS HUKUM
JI Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Kotak Pos 9 Jember 68121

23 NN AL AANAQN T2 pns NAQA
= (033137335462 330482 Fax. 330482

Nomor : 1‘231,’.335.].],:{.“?".?;" 2003 Jember, 10 September 2003
Lampiran
Perihal CKONSULTASI

Yih. Kepala Desa Ambulu

di
JEMBER

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember bersama ini dengan hormat

menghadapkan kepada Saudara seorang mahasiswa !

tT 3 SUBECHAN AGUS RIYADI
NIM © 98071010023
Program S 1 Umo Hukem
Aldrriat " Jle Jawa V Noe 2 Jembers

Keperluan : Kongultasi tentang Masalah  n Studi Tentang Pembuatan

Peraturan Desa ( Perdes ) di Desa Ambulu, Kecamatan Ambulu
Kabupaten Jember Berdasarkan Perdn. 'omor 78 T-hun
:‘FV‘)‘]_

Sehubungan dengan hal rersebut diatas kami mohon bantuan secukupnya,
Kurena hasil dari Kensultasi ini digunakan untuk melenglkapt bahan

penvusuian skrepsi.

Atas hantuan dan keriasama vang baik kami urcapkan terimaiasth

Dekan,

TTARON FIUS, S H.. S.U
NTP. 130 808 985
Tembusan Kepada ©

{ vpiin
Vil Wtk Do Rejore.. ATN .,  .......


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

WY Al b S 1

PERATURAN DESA AMBULU

Nomor : 02 Tahun 2003

TR FE R

~ i

B
BILIE

NZp—-12Z -

ey B E P A g

=

Y 2 P A R T R

R

TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN
PENGANGKATAN DAN ATAU PEMBERHENTIAN
KEPALA DESA AMBULU



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

PEVIERINTAM KABUPATEN JENMBER
CAMAT) AMBUL U
DESA AMBUL U

JALAN RONGOOLAWE NO. 347 5541, TELF (017) B 1128
KODE POS 831772

PERATURAN DESA AMBULU
NOMOR : 02 TH. 2003
TENTANG
TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN/
ATAU
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA AMBULU

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penvelenggaraan Urusan Pemerintahan Desa
termasuk pembinaan Ketentraman dan ketertiban secara berdaya
guna dan berhasil guna, maka perlu aparat Desa yang mampu
mengemban  tugas dan  kewajiban  sebagai pchyclmwggara dan
penanggung jawab utama di bidang Pemerintahan, Pembangunan
dan Kemasyarakatan serta mengavomi masyarakat,

b. Bahwa dalam upaya menampung dan menyelesaikan berbagai
permasalahan yang terjadi di desa dalam proses Pencalonan dan
Pemilihan Kepala Desa serta sesuai pula dengan tingkat pelayanan
masvarakat dan tingkat perkembangan pembangunan agar tercapai
suasana aman, tertib, kondusif dan terpadu.
Y ¢ Bahwa untuk mewujudkan proses Pencalonan dan Pemilihan Kepala
Desa yang mampu, terampil dan berdedikasi tinggi serta sebagai
pembina masyarakat, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan
Desa tentang tata cara pencalonan, pemilihan, pengangkatan dan
atau pemberhentian Kepala Desa. l

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah.

2. Kemendagri Nomor 63 tahun 1999 tentang petunjuk pelaksanaan dan
penyesuaian peristilahan dalam penvelenggaraan Pemerintahan Desa /-
Kelurahan.

3. Peraturan Daerah Nomor 28 tahun 2001 tentang tata cara pencalonan,

pemilihan, pengangkatan dan atau pemberhentian Kepala Desa.
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Dengan Persetujuan
BADAN PERWAKILAN DESA AMBULU
MEMUTTSKAN

Menetapkan © Peraturan Desa Ambulu Kecamatan Ambulu Kabupaten  Jember

tentang tata cara penealonan, pemilihan, pengangkatan dan atau

pethberhentian Kepala Desa Ambulu periode tahun 2003 - 2008,

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal |

Dalam Peraturan Desa ini vang dimaksud dengan

1.

5

(95

Kepala Daerah adalah Bupati Jember
Pemerintah Daerah, adalah Kepala Dacrah beserta perangkat Dacrah Otonom
sebagai Badan Eksckutif Dacrah. =
Dewan Perwakilan Rakvat Dacrah sclanjuinya disebut DPRD adalah Dewan
Pérwakilan Rakvat Dacrah Kabupaten Jember sehagai Badan I.cgcsfanil'
Daerah
Kecamatan adalah wilavah kerja Camat sehagin Peranghatl Dacrah Kabupaten
Jember
l)c‘su adalah Kesatunn musyarakit hukum e memihb wesenangan o itk
mengatur dan mengurus kepentingin masvarakat setempat vang diakui dalam
system Pemerintahan Nustonal dun erady ISR T RS AT R TS
Badan Perwakilan Desa vang sclanjutnya disebut BPD adalah BBadan
PcE.\vakilan Desa vang terdiri atas pemuka-pemuka masvarakat vang ada di
desa vang berfungsi mengayomi adat-istiadat, membuat Peraturan Desa,
menampung  dan - menyalurkan - aspreas. masvarikat, - serta melakukan
pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa,
Peraturan Desa adalah semua Peraturan Desa vang ditetapkan oleh Kepala
Desa setelah mendapatkan persetujuan Badan Perwakilan Desa (3P1).
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa vany selanjuinya disebut Anggaran
Desa adalah rencana operasional tahunan dari program umum pemerintahan
dan pembangunan Desa vang dijabarsan dan diterpemahkan dalam angka-
angka rupiah, disatu pihak mengandung perkiraan target dan di lain prhak
mengandung perkiraan batas tertinggl peneeluaran keuangan desa.
Bakal calon adalah warga masvarakat desa sctempat yang berdasarkan

penaringan oleh Rgnitia Pemilthan

| ——
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1),

16.

19,

(1

Calon adalah calon Kepala Desa vang welah dictapkan oleh Panitia Pemilihan

. Calon yang berhak dipilih adalah calon Kepala Desa vang telah mendapit

persetujuan dari BPD.

. Calon terpilih adalah calon Kepala Desa vang memperoleh suara terbanvak

dalam pemilinan Kepala Desa

. Pejabat Kepala Desa adalah scorang pejabat vang diangkat oleh pejabat vang

berwenang untuk melaksanakan hak. wewenang dan kewajiban Kepala Desa

dalam kurun waktu tertentu

4. Pejabat vang berwenang adalah perabat vang berhak untuk mengangkat dan

memberhentikan Kepala Desa.

. Pemilih adalah penduduk desa vang bersangkutan dan telah memenuhi

persyaratan untuk menggunakan hak prlihnva
Hak pilth adalah hak vang dimibiki pemilih untuk menentukan sikap

pilthannya.

. Penjaringan adalah suatu upava vang dilakukan olch Panitia Pemilihan untuk

menddpatkan bakal calon dari warga masvarakat

. Penyaringan adalah seleksi vang dilakukan baik dari segi administrasi maupun

kemampuan, kepemimpinan dan kepribadian para bakal calon sesuai undang-
undang

Kampanye adalah suatu media vang dipergunakan untuk menartk simpati
pemilih vang dilakukan olch calon vang berhak dipilih berupa penvamparan
program yang akan dilaksanakan apabila vang bersangkutan terpilih menjadi

Kepala Desa,

BAB LI
MEKANISME PENCALONAN KEPALA DESA

Pasal 2
Untuk pencalonan dan pemilihan Kepala Desa. BPD membentuk Panitia
Pemilihan vang terdin dari para anggota BPIZ dan perangkat Desa vang
ditetapkan dengan Keputusan BPD
Panitia Pemilihan scbagaimana  dimaksud pada avat 1 pasal | ini,
keanggotaannya terdiri dari anggota BPL dan peranghat desa vaitu
- Ketua merangkap anggota
- Sekretaris
- Bendahara

- Anggota-anggota vang jumlahnyva ditetapkan dengan keputusan BPD.
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(3) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada avat (1) pasal ini melakukan
pemeriksaan identitas bakal calon berdasar persvaratan vang ditentukan,
melaksanakan pemungutan suara dan melaporkan pelaksanaan pemilthan

Kepala Desa kepada BPD.

) Pasal 3
(1) Panitia pcmilifmn schagaimana diaksud pada avat (1) pasal 2 mcm-pun_\-ni

tugas :

a. Panitia membentuk/membuat tata tertib pemilihan calon Kepala Desa
dengan persetujuan BPD.

b. Memberikan petunjuk pelaksanaan penjaringan dan penvaringan bakal
calon Kepala Desa kepada mavarakat.

¢. Melakukan penjaringan dan penvaringan bakal calon Kepala Desa
berdasarkan ketentuan vang berlaku.

d. Menerima pendaftaran dan mclakukan wpcmcriks;aan administrasi
persvaratan bakal calon untuk ditetapkan scbagar calon.

¢. -Mengumumkan nama-nama calon vang berhak dipilih.

f. Melaksanakan pendaltaran penilih untuk sclanjutnyva disahkan oleh Ketua
Panttia pemilihan,

g Menvelenggarakan pelaksanaan kegiatan kampanye.

h. Menetapkan jadwal pelaksanaan pemilihan calon.

i.  Melaksanakan pemilihan calon Kepala Desa

J. Menctapkan rencana biava pemilihan Kepala Desa.

k. Membuat berita acara pemiliban dan membuat laporan pertanggung
jawaban keuangan.

. Mcnyampaikan berita acara pemilihan dan melaporkan  pelaksanaan
pemilihan kepada BPD.

m. Melaksanakan hal-hal vang berkaitan dengan pemilihan Kepala Desa
sesuail dengan ketentuan vang berlaku.

(2) Apabila diantara anggota panitia pemilihan ada vang ditetapkan scbagai bakal

calon dan atau berhalangan dalam panitia penilihan. maka digantikan oleh

anggota BPD lain berdasarkan Keputusan BPD

Pasal 4
Yang dapat memilih calon Kepala Desa adalah penduduk desa WNRI vang ¢
o ——
a. Terdaftar sebagai penduduk desa vang bersangkutan secara sah sekurang

kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus.
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b. Sudah mencapai usia 17 (wjuh belas) ahun pada  saal pendaflaran
dilaksanakan dan atau elah  pernah kawin
c. Tidak dicabut hak pilihma birdasarkan Puiusan Pengadilan vang telah

mempunyai kekuatan hukum tetap

BAB I
PERSYARATAN CALON KEPALA DESA
Pasal 5
(1) Yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa adalah ' penduduk desa warga negara
Republik Indonesia vang
a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha s
b. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1943
c. Tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan vang
mengkhianati Pancasila dan Undang-1 numw Dasar 1945, G. 30. S/PKI
dan atau kegiatan organisasi terlarang Imnm-u
d. Berijazih SLTP dan atau vang berpengeteahuan berpengalaman vang
+ sederajad dengan i
e Sekurang-kurangnva telah berusia 25 tahun dan setinggi-tingginva berusia
55 tahun pada saat pendaftaran calon Kepala Desa.

f. Sehat jasmani dan rohani.

o=

Nvata-nyata tidak terganggu jiva Igatann

h. Berkelakuan baik. Jupur. adil, cerdas. mampu dan berwibawa

1. Tidak pernah dihukum penjara Karena melakukan tindak pidana,

). Tidak dicabut hak pilinnya berdasarkan keputusan pengadilan vang

mempunyai kekuatan hukum tetap

7

Mengenal dacrahnva dan dikenal oleh masvarakat di desa sctempat,
I Bersedia dicalonkan sebs wal Kepaba Dew

(2) Pegawai negeri sipil vang mencalonkan diri sehagai Kepala Desa selain b irus
memiliki persvaratan dimaksud avat (1) pasal mi. juga harus memiliki .urat
keterangan persetujuan dari atasan vang berwenang untuk itu,

(3) Pegawai negeri sipil vang dipihih dan atau dianekat menjadt Kepala Desa
dibebaskan untuk sementara waktu dar Jabatan organiknva sclama menjadi

Kepala Desa tanpa kehilangan statusnya sebagar Pegawai Negert,

=

Gaji dan penghasilan lainnya vang berhak diterima peganwar negeri sipil yang
dipilih dan atau diangkat menjadi Kepala Desa tetap dibavarkan oleh BT

induk dan tetap menerima hak-haknva sebagai Kepala Desa sesuai peraturan
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perundang-undangan vang berlaku bk vang bersumber dari anggaran Desa,
APBD maupun APBN .

(5) Pegawai negeri sipil vang dipihh dan atau diangkat menjadi Kepala Desa
dapat dinaikkan pangkatnva dan kenatkan gap berkala sesuni peraturan
perundang-undangan vang berlaku

(6) Daftar penilaian pelaksanaan tugas pegawai negeri diberikan oleh instansi
induknya dengan data penilaian dari Kepala Dacrah sehagai atasannva yang
berwenang mengangkat dan memberhentikan dalam jabatan.

(7) Bagi pegawai negeri atau putra desa vang terpilih dan drangkat men:adi
Kepala Desa. terhitung mulai tangeal pelantikannva sebagai Kepala esa

harus bertempat tinggal di desa vang bersangkutan.

Pasal 6
Dalam pemilihan Kepala Desa, setiap penduduk desa vang telah ditetapkan
sebagai calon vang berhak dipilih atau telah ditetapkan sebagai pemilik dalam
pemilihan Kepala Desa wajib hair dan tidak bolch diwakilkan kepada siapapun

dan dengan alasan apapun

Pasal 7
(1) Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa dart calon vang memenuhi
syarat.
C2Y Pemidilinn Foagabn Dyeai olilad cmal wir el fohirp penealonan in

pemilithan

Pasal 8
i
(1) Paritia pemilihan melaksanakan penjaringan dan penvaringan bakal calon
Kepala Desa sesuai persvaratan schagaimana dimaksud  dalam pasal 5
Peraturan daerah ini.
(2) Bakal calon Kepala Desa yvang telah memenuhi persyaratan oleh Panitia
Pemilihan diajukan kepada BPD untak ditetaphan sehagai calon ving herhak

dipilih.

Pasal ©
(1) Calon Kepala Desa vang dinvatakan terpilih adalah calon vang mendapatkan
o —
dukungan suara terbanvak

(2) Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada avat (1) pasa! ini

P
1 b ]

ditetapkan dengan keputusan BPD berdasarkan laporan dan berita acara
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pemilihan dari Panitia Pemihihan dan disalikan oleh Kepala Dacrah dengan
menerbitkan Keputusan Kepala Dacrah tentang pengesahan calon Kepala

Desa terpilih.

Pasal 10

(1) Sebelum memangku jabatannyva Kepala Desa imengucapkan sumpah‘janji dan
dilantik oleh Kepala Daerah atau pejabat lain vang ditunjuk.

(2) Susunan kata-kata sumpahjanyi Kepala Desa dimaksud avat (1) adalah
sebagaimana tercantum dalam pasal 98 aval (3) Undang-undang no. 22 tahun
1999 sbb
“Demi Allah (Tuhan). sava bersumpah berjanji bahwa sava akan memenuhi
kewajiban sava selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknva. sejujur-jujurnva
dan seadil-adilnva. Bahwa sava akan sclalu taat dalam mengamalkan dan
mémpertahankan Pancasila scbagai dasar negara dan bahwa sava akan
menegakkan kehidupan demokrasi. dan Uminng:Undung Dasar 1945 schagai
konstitusi negara serta segala peraturan perundang-undangan vang berlaku

bagi Desa, Dacrah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Pasal 11
(1) Masa jabatan Kepala Desa adalah S chma) tahun dan sesudahnva dapat dipilih
hembalie untuk Fesatuy kol masa jabatan
(2) Masa jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada avat (1) pasal ini,

mular terhitung tangeal pelantikan

BAB IV
MEKANISME PEMILINTAN KEPALA DESA
Bagian Kesatu
Pemilihan Calon Yang Berhak Dipilih
Pasal 12
(1) Nama-nama calon vang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada avat (2) pasal
9 peraturan Desa ini disampaikan kepada Ketua Panitia Pemilihan oleh BPD.

[1

Ketua Panitia Pemilihan setelah menerima persctujuan calon vang berhak -
dipilih, menetapkan waktu pelaksanaan rapat Pemilihan Calon Kepala Desa
dan menetapkan tanda gambar scuap calon vang berhak dipilih dituangkan

dalam berita acara, setelah berkonsultasi dengan BPD.
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Pasal 13
(1) Calon vang berhak dipilih tidak dibenarkan mengundurkan dird
a
(2) Dalam hal vang bersangkutan  mengundurkan dint secara administrasi
dianggap tidak terjadi pengunduran diri
(3) Dalam  hal vang bersangkutan  mendapatkan dukungan suara terbanvak
dianggap batal, sclanjutnya calon vang mendapatkan  dukungan  suara

-~ terbanyak kedua ditetapkan sebagai calon terpilih,

(4) Dalam hal vang bersangkutan mendapatkan dukunean suara terbanyak yang

Jumlahnya sama. maka calon lain tersehu ditctapka sehagai calon terpilih,

Bagian Kedua
KAMPANY L
Pasal 14
(1) Kampanye diselenggarakan oleh Panitia Pemtlihan paling lambat 3 {lima)
dengan mempertimbangkan masa tenang selama 2 (dua) hari sebelum hari
pemilihan dilaksanakan,
(2) Kampanve harus dilakukan secara dialogis terkendali, aman dan tertib
dibimbing oleh panitia pemilihan
(3) Kampanye schagaimana dimaksud pada avat (1) dan avat (2) pasal ini
merupakan forum penvampaian program vang akan dilaksanakan apabili
yang bersangkutanterpilih - menjadi Kepali Desa dan trdak  dibenarkan
dilaksanakan dalam bentuk -
a. Pawai dan atau arak-arakan
b.  Pemberian Uang, barang dan atau sarana lain
(4) [‘%agi calon vang berhak dipilih vang terbukti melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud. dapat berakibat pembatalan calon vang berhak
dipilih.
(5) Pembatalan calon yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud pada avat (4)

pasal ini, dilakukan BPD sctelah mendapat persetujuan Panitia Pemilihan,

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Pemilihan Iepala Desa
Pasal 13

(1) Pemilihan calon vang berhak dipilih sctelai panitia pemilihan menerima

persetujuan calon berhak diptlih dar BPD —

w
(2) Pemilihan calon vang ditetapkan untek dipilih wajib menghadiri pemilihan

calon sebagaimana dimaksud pada avat (1) pasal ini, dan dihadiri oleh BPD.
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Pasal 16

(1) Sekurang-kurangnva 7 (tujuh) hari sebelum dilaksanakan pemilthan Kepala
Desa, Panitia Pemilihan Kepala Desa meniberitahukan kepada penduduk desa
yang berhak memilih dan mengumumkan di tempat-tempat yang terbuka dan
mudah dilihat olch penduduk temstane rencina diadakannya pcmulilﬂm Kepala
Desa.

(2) Pengumuman dilakukan sceara lisan dan atau tulisan vang memuat tulisan
tentang waktu dan tempat akan diadakannva rapat pemilihan calon Kepala

Desa.

Pasal 17

(1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan dalam rapat pemilihan Kepala esa
yang dipimpin oleh Ketua Panitig Pemilihan dengan dihadiri sckurang-
kurangnya 2/3 dari jumlah scluruh pemilih vang telah disahkan oleh panitia
pemilihan.

(2) Penentuan jumlah quorum ditentukan pada saal pembukaan rapatpemilihan
calon Kepala Desa atau pada saumt perhitungan suara akan dimulai. Apabila
Jumlah pemilih belum mencapar quorum Primpman Rapat. mengundurkan
Rapat Pemilihan dalam wakiu paling lama 3 (higa) jam. dengan ketentuan
quorum tetap 2:3 dari jumlah pemilih

(3) Apabila sampin batas penundian sebaginmana dimahsud avat (20 pasal i
quorum belum tercapai. pelaksanaan rapal pemilihan calon Kepala Desa
ditunda oleh primpinan rapal selambit-lambatsya 10 hari dengan quorum s
(Setengah) jumlah pemilih

(4) Penundaan waktu rapat pemilihan calon Kepala Desa penundaan sebagaimana
dimaksud avat (3) pasal ini. diumumkan dalam waktu forum rapat olch
pimpinan rapat dan dituangkan dalam berita acara penundaan pemilihan,

(5) Apabila penundaan waktu rapat pemilihan Kepala Desa, quorum tetap belum
tercapai maka rapat  dinvatakan bataldengan Berta Acara Pembatalan
Pemilihan.

(6) Apabila penundaan waktu rapat pemilihan Kepala Desa dinyatakan lﬁll;li dan
masa jabatan Kepala Desa telah berakhir atau habis maka dapm diangkat

penjabat Kepala Desa sesuai ketentuan Peraturan Dacrah ini.
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Pasal 18
Panitia Pemilihan dan calon vang berhak dipilin dalam pemilthan Calon Kepala
Desa yang mempunyai hak pilih dan terdiling pemilih vang sudah disuhkan oleh
Ketua Panitia Pemilihan, fetap mempunyar hak untuk menggunakan hak pilihnva,
Pasal 19
Pelaksanaan Pemilihan calon Nepala Desa dimaksud pasal 12 dan 16 Peraturan
Dacrah ini harus memenuhi ketentuan
a. Pemilihan calon yang berhak dipihh dilaksanakan secara demokratis dan
transparan. langsune. umum. belbae Jdan ruhasr
b. Pemberian suara dilakukan dengan cara mencoblos tanda gambar calon vang

berhak dipilih dalam bilik suara ving disedihan oleh Panitia Pemilihan,

o

Seorang pemilih hanva memberikan suarama kepada 1 {saty) orang calon

vang berhak dipilih

d. “Seorang pemilih yang memberihan suaranva berhalangan hadir karena
sesuatu alasan udak dapat diwakilhan dengan cara apapun

¢ Pemilihan calon Kepala Desa dilaksanakan pada har, tangeal, dan tempat

vang telah ditetapkan oleh Paniug Pemilian

Pasal 20
(1) Untuk Kelancaran pelaksanaan pemitihan colon Nepala Desa vang berhak
dipilih, Panita Pemilihan menvediahan
A Papan wlis vang memuat nama-nama calon sane berhak sesuai dengan
N
persctujuan BPD
b, Surat suara yang memuat tanda cambar ¢alon vang berhak dipilih dan

bagian bawahnva ditandatangant surat suara vy salh

o

Scebuah kotak suara wau Iebil berikut kuncinva disesuaikan dengan
Kebutuhan.

d. Bilik suara atay tempat Khusus untuk pelaksanaan pemberian suara

¢ Alat pencoblos di dalam bilik
(2) Bentuk dan model serta ukuran surat suara. Kotak swara, bilik suara, alat

pencoblos dimaksud pada avar (1) Peisal i ditetapkan oleh Kepala Dacrah.

—mm—
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Pasal 21
(1) Selambat-lambatoya 3 tthead harne sehelum petaksanaan pemungutan suara,
.
Ketaa Panitia Pemilihan sudah haros menvanpaikan surat undangan kepada
para pemilih vang memuat Kapan dan dimana pemilih menggunakan hak
pilihnva.
(2) Surat undangan dimaksud avat ¢ 1) pasal i diberikan nomor urut sesuai
nomor wrut daftar pemihih maupun daftar penmilih tambahan vang sudah

disahkan.

—_—
(95 ]
—

Untuk membuktikan sahnva surat undagan vang dibawa pemilih Panitia
Pemilthan mencocokkan nama vang bersanghutan densan KD atau bukt

identitas dirr.

Pasn), 22
(1) Pemilih vang hadir diberthan | orsata: lembar surat suara oleh Panitia
Pemilihan melalui pemanggilan berdasarkan urutan daftar hadir,
(2) Setelah menerima surat suara, penulih memeriksa atau meneliti dan apabila
Surat suara cacat atau rusak penilih berhak meminta surat suara vang baru
sctelah menverahkan kembali surat suari vang rusak atau cacat kepada Panitia

Pemilihan.

Sebelum melaksanakan pemuncutan suara, Panitia Pennlihan membuka Kotak
[ u

—_
> LJ
~—

suara dan memperiihatkan kepada para pemilih vange hadir bahwa kotak suara
dalam: keadaan kosong serta menntupnve kembali. menguner dan menmvesel
dengan mengeunakan kertas vane dibubuln cap dan stempel Panitia

Pemilithan.

Pasal 23
(1) Pencoblosan surat suara dilaksanakan dalam bilik dengan mengeunakan alat
yang telah disediakan oleh Panitia Pennilihan,
(2) Pemilth vang masuk ke dalam bilik suars adalah pemilih vang beleh
menggunakan hak pilihnya.
(3) Setelah surat suara dicoblos, pemilih memasukkan surat suara ke dalam kotak

suara vang disediakan dalam keadaan terlipat

Pasal 24
(1) Pada saat pemungutan suara diluksanakan. Pamiua Pemilihan berke

untuk
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a. Menjamin agar tata demokrast beralan dengan lancar. terub, aman dan
teratur.

b. Menjamin pelaksanaan pcmungul:wéu;u'u berjalan dengan tertib. lancar,
aman dan teratur.

(2) Pada saat:pemungutan suara dilaksanakan, para calon vang berhak dipilih
harus berada ditempat vang telah ditentukan untuh mengikutt pelaksanaan
penmunglan suara

(3) Panitia Pemilihan menjaga agar scuap orang vang berhak memilih hanva
memberikan 1 isatn) suara dan menolak pemberian suara vang diwakilkan

dengan alas an apapun.

Pasal 25

—

Setelah semua pemilih menggunakan hak pilihnva untuk memberikan hak
suaranya,Panitia  Pemilihan meminta kepada  masing-masing  calon yang
berhak agar menugaskan  menunjuk 1 oosatu) orang sakst dalam setiap papan

penghitungan suara.

—_—
2

Penunjukan saksi oleh para calon vang berhak dipilih, dilaukan secara wertulis

dengan menggunakan formulir vang disediakanoleh Panta Pemiliban,

Pasal 26

(1) Panitia pemilihan membuka Kotak suara dan menghitung surat suara masuk,
setelah saksi-saksi hadir

(2) Sctiap lembar surat suara doehite satu demy sate untuk mengetahut surat suara
vang diberikan Kepada calon vang berhak diprhih dan kemudian Panita
Pemilihan menvebutkan tanda gambar calon vang berhak dipihih vany
nkndapat suara tersebut dan ménc;n;nnyn di papan tulis vang ditempatkan
sedemikian rupa.

(3) Pembacaan surat suara olch Pamua Peniithan dibacakan secara tegas (dan
jelas dan ditunjukkan kepada para saksi vang telahditunjuk oleh vang berhak

dihadapan seluruh pemilih vang hadir.

Pasal 27
(1) Surat suara diangeap udak sah apabila
a. Tidak memaka surat vang telah ditentukan
b. Tidak terdapat tanda tangan Ketua Panitia Pemibihan pada surat suara,

c. Ditanda tangani atau memuat tanda tangan vang menunjukkan dentitas

pemilih
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d. Memberikan suara amak lebih aan 1 tsata calon vang berhak dipihih

¢. Menentukan calon Lan vang berhal dipihih
f. Mencoblos tidak tepat pada gambar vang 1elah disediakan.
g Mencoblos surat suara tidak dengan aiat vang telah disediakan oleh

Panitia Pemilihan
(2) Alasan-alasan vang menvebabkan surat snara tdak sah, diumumkan kepada

pemilih pada saat 1u juga

Pasal 28
(1) Calon yang berhak dipilih vang memperoleh suara terbanyak sekurang-

kurangnya 1/5 dari jumlah  pemilih vang mengeunakan  hak  pilihnva

dinyatakan schagai calon pemilih

(2) Apabila calon vang berhak dipilih ndak scorane pun mendapat:dukungan suara
terbanyak dimaksud pada avat (1 pasal i Panitia Pemilihan mengadakan
pemungutan ulang. "

(3) Pemilihan ulang scbagaimana dimaksud arat 12y pasal ini, dilaksanakan
s_elambm-]ambzun;\n 30 hant sejah saat penandatanganan Berita Acara
Pemilihan.

(4) Apabila sctelah pemilihan ulang sehagamana dimaksud aat (3) pasal i
hasilnva tetap sama maka Pejabat vz berwenang menunjuk pejabat pejabat
-Kepala Desa untuk selanjutnva mengadakan perstapan untuk pemilihan Haru

atas usulan BPD

BAB Y
PELANEYNAAN PENGIITESGA N SU AtA

A Pasal 29

(1) Setelah penghitungan suara ~elesai. panttia - pemilihan menvusun,
menandatangant dan membacakan Berita Pemilihan pada hari dan tanggal
Juga,

(2) Berita acara pemilihan scbagaimana dimaksud avat (1) pasal 1 juga
ditandatangani oleh calon vang berhak dipilth atau saksi vang vang telah
ditunjuk oleh calon vang berhak dipilih dan atau oleh Ketua Panitia
Pemilihan.

(3) Apabila terdapat calon vang berhak dipilth atau saksinva tidak  mau
menandatanganmi Berita Acara Pemilhihan atau terdapat calon vang berhak
dipilih atau  saksinva meningealkan tempat pemilihan sebelum Proses

perhitungan suara selesai, maka Ketua Panina Pemilihan berhak untuk
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meneruskan penghitunean soara Jdan memvatakan balwa proses perhitungan
suara dianggap sah setelah dikonsultasilan dengan BPD dan dituangkan
dalam Berita Acara tersendir. .

(4) Ketua Panitia Pemilihan scebelum mengumumkan calon terpilih - dapat
memberikan - kesempatan kepada BPD ik memberikan  penilaian
pelaksanaan pemilihan,

(5) Ketua Paniia Pemilihan mengumumkan hasil nenmilihan caton _\'ﬁﬂl_: berhak

dipilih dan menvatakan sithnva pemihhan calon werpihh

Pasal 30
(1Y Apabila terdapat lebih dar satu orang cdon vanyg erhak dipilih mendapat
dukungan suara terbanvak jumlah vang samas maka diadakan pemilihan ulang
hanya untuk calon-calon berhak diprith dengan perolehan jumah dikungan
_suara terbanyvak dengan jumlah vany sama
(2) Pemilihan wlang sebagaimana dimaksud ;;_\Lil (1) pasal ini. dilaksanakan
selambat-lambatnya 30 hari sejak penandatanginan Berita Acara Pemilihan
(3) Dalam hal penilihan ulang sebagimmana dimaksud avat (2) pasal i hasilnva
tetap sama. maka dilaksanakan penilhan ulang  sekali l;xg-| selambalt-
lambatnva 20 harr untuk menctaphan calon vang dinvatakan terpihh dan

alinng bt s Boepmnbin Dyesa i b bk o S e e g

Pasal 31
Setelah selesai pelaksanaan pemilihan calon 1erpilih, Ketua Panitia Pemilihan
segera mengajukan calon terpilih Kepala Desa hepada BPD dengan dilengkapi

Berita Acara Pemilihan,

BAB NV
PENGESAILAN, PENGANGIRATAN DAN PELANTIKAN
KEPATLA DESA
Pasal 32
(1) Hasil Pemilinan Kepala Desa ditetpkan dengan keputusan BPD dan disnh.kun
oleh Kepala Dacrah dencan mencrbihan Reputsan Kepala Dacrah tentang
Pengesahan Calon Kepala Desa 'l erpilth,
(2) Keputusan dimaksud pada avat (1) pasal inn berlaku sejak angeal pelantik i,
(3) Kepada calon terpilih diangkat sebagei Kepala Desa pada saat pelan itkan

diberikan petikan Kepala Dacrah
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Pasal 33
(1) Selambat-lambatnya 30 thiga puluh har setelah diterbitkan Keputusan
Kepala Daerah, maka Kepala Desa vang bersangkutan tersebut dilantik oleh
Kepala Daerah atau pejabat vang ditunyuk alehnva |
(2). Pada saat pelantikan sebagaimana dimaksud avat (b pasal mi Kepala Desa
yang bersangkutan bersumpah menuru ramanyaatau berjanji dengan
bersungpuh-sungguh dibadapan Kepala Dacrah atau Perabat vang ditunjuk
untuk itu, para anggota BP0 dan pemuka masvarakat lainnva dalam wilavah
desa yang bersangkutan.
(3) Susunan kata-kata sumpah atau janp dimaksud ayat (2) pasal ini adalah

sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 avar 0 Peraturan Dacrah ini,
g | 2

4 Pasal 34
Pelantikan Kepala Desa dilaksanakan tepat pada akhir masa jabatan Kepala Desa

yang lama dan ditetapkan sebagal tangeal pelanukan,

Pasal 35

Apabila pelaksanaan pelantikan Nepala: Desa jatuh pada har libur. maka

pelantikan dilaksanakan pada har Kerja berikuinya atau schari sebelum harg lihur

Pasal 36
Pelantikan Kepala Desa yang udak dapat dilaksanakan tepat waktu karena alasan-
alasah vang dapat dipertanggung _in\'\;lhkan. dapat ditunda selama-lamanva 3
(tiga) bulan scjak tanggal berakhirma masg Jabatan Kepala  [resa ving
bersangkutan atas persetujuan Pejabit yang herwenang, dengan ketentuan hahwa
Kepala Desa vang bersangkutan tetap melaksanakan tugasnya selama masa

penundaan terschut

: BAB NI
PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN
KEPATLA DESA
Pasal 37
(1Y Kepala Desa vang diduga atau tersangkut suatu tindak pidana. atas usyl 13PD

dapat diberhentikan sementara
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(2) Pemberhentian sementary ditctaphan dengan Neputusan Kepala Dacrah

(3) Selama Kepala Desa dikenakan pemberhentian Sementara, maka pekerjaan
sehari-hari dilakukan oleh seorang” Pejabat Kepala Desa vang diangkat oleh
Kepala Daerah atas usul BPD menurat ketentuan dalam Peraturan Dacrahani,

(4) Apabila berdasarkan pemberitahuan dar Penvidih Timum atay berdasarkan
Putusan Pengadilan Tingkat Pertamay dinvatakan bahwa Kepala Desa vang
bersang':utan tidak terbuky meithuhan perbuatan ving ditudubkan, maka
BPD  mengusulkan untuk mencabut Keputusan Nepala Dacrah tenaing
pemberhentian sementara

(5) Apabila berdasarkan Patusan Pengadilan Fingkat Pertamg dimvatakan hahwa
Kepala Desa yang bersangkutan terbuky; melakukan upava hukum. maka
selambat-lambatnva 1 (saty) tahun scjak Putusan Pengadilan Tingkat Pertama
dan upaya hukum dimaksud belum selesai. BPD mengusulkan agar Kepala

Desa bersngkutan diberhentikan.

Pasal 38

Kepala Desa berhenti atay diberhentikan oleh Nepala Dacrah atas syl BPD

karena :

a. Meninggal dunia

b. Atas permintaan sendiri

¢. Berakhir masa jabatannva dan teluh difantih Kepala Desa desa vang bary

d. Tidak lagi memenuhi svarat dan atau melanegar sumpah ang

€. Melakukan perbuatan vang  bertentangan dengan ketentuan perundang-
undangan vang berlahu dan aaw norma vang hidup dan berkembang dalam
masvarakat desa

Y

Pasal 39

BPD memberitahukan Kepada Kepaia Desy mengenat akan berakhirmya masa

Jabatan Kepala Desa secary tertulis 6 cenam bulan sehelum berakhirnva masa

Jabatan,

(2) 3 (tiga) bulan  schelum masa  jabatan Kepala Desa menvampaikan
pertanggungjawaban akhir masa Jabatan kepaga BPD

(3) Selambat-laatnva 2 (dua) bulan sebelum berakhir masa jabatan, BPD segera

memproses pemilihan Kepala Desa vang bary
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Pasal 40

(1) Kepala Desa yang melalaikan tugasmva sehingga merugikan Negara atay
Daerah dan Masvarakai desa.® dikenakan tindakan  administrasi berupa
tegoran, pemberhentian sementanit dan atau pemberhentian sesuan dengan
Peraturan Pcrundzmg-und;mg;m vang erlaku

(2) Apabla tgoran dimaksud pada avat (1) pasal i telah diberikan 4 (empat) kali
secara derturut-turut dalum weneeinge wakiy masmg-masing 1 (satyi bulan
ternyata tidak diindahkan, muks asousul BPD Kepala Desa ving

bersangkutan dapat diberhemikan

Pasal 41
Kepala Desa yang melakukan perbuatn yang bertentangan dengan ketentuan
perundang-undangan vang berlaku dan gty norma-norma vang hidup dan
berkembang dalam kehidupan masyarakal i dew vang bersangkutan, dapat
dikenakan tindakan administrasi herupa tegoran pemberhentian sementara dan

alau pemberhentian setelah diadakan penchinan seeara sehsima,

Pasal 42

(1) Bagi Kepala™ Dew Mg ndak dapar menalinkan thgas, wewemmyg Jan
ku\\';l_il'lmlm_\u harena sakit aray menzalame keeelakaan dalam menpalankan
tugasnya sampai dengan 6 cenamy holan berturut-turut maka Sekretarrs Desa
ditunjuk oleh Pejabat vang Derveiang atas usal 1301 untuk menyalankan hak.
wewvenang dan Kewapbanny g sehagin Kepala Desy

(2) Apabila sctelah 6 tenamy bulan berdasarkan Reterangan Majelis Penguy
Keschatan Pegawai bahwa Kepala 1esa dimaksud belum dapal menjalankan
ﬂigas. wewenang  dan Kewajibanma,  maky Periban Mang - berwenang
memberhentikan vang - bersanghain Jon ibatinnva dan selanjuinyg

ditetapkan Pejabat Kepala Desa atas usul 311

Pasal 43
Kepala Desa dari Pegawa Negeri vang belum berakhir masa labatannva tidak
dapat diberhentikan dengan alasan bahwa vang bersangkutan memasuki usia

pensiun sebagai Pepawai Neweri,

Pasal 44
Kepala Desa dar Pesavwar negen yang betum: berakhir masa Jabatannva udak

dapat dicalonkan -
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a. Dalam jabatan  seiruktoral funesromal. Keeualt mendapatkan
izin/perseujuan tertulis  dari Pejaba vang berwenang dan atau atasan
langsung.

b. Sebagai calon Kepala Desa di desa lain

Pasal 43
(1) Kepala Desa dari Pegawai negert vang berhenti atau diberhentikan olch
Pejabat yang berwenang. dikembaliban ke Instansi mduknva
(2) Kepala Desa dan Pegawan negent vang metahukan tindakan sehagaimany
dimaksud dalam pasal 41 setelah diadakan wnelitian csecara seksama
| l

disarankan kepada Instansi induk itk menarik vang bersanehutan dari

jabatan sebagai Kepala Desa untuk diadakan pembinaan febih fanjul

Paxal 46
Kepala Desa vang diangkat menjadi Peguwar Negert diberlakukan ketentuan
a. Dapat mencruskan  schacai Kepalin Desa sepanjang - Instansi induknya
memberikan izin
b. Mengundurkan diri schagay Kepala Desa atan sebagai Pegawa Negert sesuai

kehendaknva.

BAB NI
PENGANGRATAN PEJABAT KEP AL DESA
Basal-l7 ‘
(1) Pengangkatian penjabat KNepake Desa ditetphan dengan Keputusan Kepala
Dacrah. atas usul BPD
(B Penjabat Kepala Desa sehagaimana dimaksud avan (1) pasal ini. adalah
Sekretaris Desa vanu bersangkutan wan Perabat aim vimng ditunjuk oleh
Pejabat vang berwenang dan penganchatannyva ditetapkan dengan Keputusan
Kepala Dacrah.
(3) Masa jabatan Penjubatl kepala sehagammana dimaksud avat (2) pasal ini,
selama-lamanya 1 (satu tahun terhitunyg mubn tanggal pelantikannva,
(4) Penjabat Kepala Desa diambil sumpah janie dan dilantik oleh penjabat vang

<
&

berwenany
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Pasai 48
Hak, wewenang dan kewagiban Penjabat Kepala Desa adalah sama dengan hak,
wewenang dan kewajiban Kepald Do sebagaimana dimaksud dalan Uindeng-

undang,

Pasal 49
Bentuk  Surat Keputusan Pemberientian dJan Penvangkatan Kepala Desy
ENIR ]

ditetapkan oleh Kepala Dacrah

BARIN
LOWONGAN JABATAN KEP AT A DESA
DAN PENGISTAN XY A
Pasal 30
Jabatan Kepala Desa dimvatakan owong -iika Kepala Desa berhent atau
diberhentikan olch Pejabat

38.

ang berwenung sehagaimana dimaksud dalam pasal

Pasal 5

(1) Sclamlmt-Iamh;un_\u daliom waktu 1ot selih saat terjads lowongan

jabatan Kepala Desa sehapiimana dimitksud pasal 30 sudah dimulai persia Nan
i & | I |

pelaksanaan pemilihan Kepala Dey

(2) Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa weivg wmana dimaksud avat (1 pasal ini.

(4
—t

diselenggarakan selimbat-ambating dalam Withtu 6 tenamy bulan sepik

terjadinva lowongan jabatan Kepala Desa sehagaimana dimaksud dalan pasal
0,

i

BAB X
RETENTUAN AN N
Pasal 32
Kepada anggota Panitig Pemilihan vang werbuky melahukan ;wlun.g'__'urun terhadap
ketentuan vang berlaku dalam pemilihan Kepala Desa dikenakan tindakan dan

5 n .\
sanksi sesuai dengan ketentuan perunaang-undangan vany berlaky

Pasal 23
(1) Apabila penyelengearaan pencalonan Sapan dengan penuangkatan Kepala
Desa tidak dapat dilaksanakan tepat wakiu, Pejabay vang berwenang dapat

memperpanjane waktunva uniuk selima-lamang 3 (iga) bulan, dengim
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ketentuan bahwa  Kepalan Desa vane bersanghutan etap . melaksanikan
tugasnya sampai dilantiknva Kepala Desa hasi penilihan,

(2) Apabila perpanjangan waktu sebagamiana ayat | (satu) pasal 33 ini ternyata
belum bisa melaksanakan, maka untuk melaksanakan tugas schari-har tetap
berada di Kepala Desa sampar dengan dilanuknva Kepala Desa terpilib,

(3) Biaya pemilihan Kepala Desa diupavakan semimimal mungkin dengan biaya

APBD Kabupaten dan partisipast masvarakat

Pasal 54

(1) Kepala Desa memimpin penvelencoara Pemerintahan Desa berdasarlan
kebijakan yang ditctapkan bersama 3P

(2) Dalam melaksanakan tugas dan kewapibannva Kepala Desa bertanggung
jawab kepada rakvat melalui BPD dan menvampaikan laporan mengenai
pelaksanaan tugasnya Kepala Dacrah dengan tembusan Camat.

(3) Pertanggung jawaban dan laporan pelaksanaan  tugas Kepala Desa
sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini. disampaikan sckurang-kurangnya

sekali dalam satu tahun pada setiap akhir tahun anggaran

Pasal 335
(1) Pertanggung  jawaban  Kcepala Desa vang ditolak olch BPD  termasuk
pertanggung jawaban Keuangan harus dilengkapr dan disempurnakan dan
dalam jangka waktu paling lama 30 tuga puluh)y hari disampaikann kembali
kepada BPD
(2) Dalam hal pertanggung jawaban Kepala Desa vang telah dilengkapi atau
disempurnakan - duiolak  vang  kedua Kaheva, BPD - dapat: mengusulkan

% pemberhentian Kepala Desa kepada Kepala Dacrah

Pasal 55 4
(1) Tindakan  penvidikan  terhadap  Kepaia Desa dapal dilaksanakan  atas
persetujuan dari Kepala Dacrah (secara tertulisy tertangkap tangan melakukan
Tindak Pidana Kejahatan
(2) Penyidikan terhadap Kepala Desa Yang tertangkap tangan melakukan Tindak
Pidana  Kejahatan dimaksud pada avar o1y pasal i selambat-lambaafva
dalam tempo 2 (duay kali 24 jam membertiahukan secara - tertulis kep da

Kepala Daerah
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Pasal 36
Sebutan untuk Desa. Kepala Desa, BI°D. Perangkal Desa dapat disesuaikan

dengan kondisi sosial budava dan adat istiada setempat.

Pasal 57
Hal-hal yang bLelum diatur dalam perataran Desa ing sepanjang mengenai

elaksanaannva diatur lebih lanjut olch Ke ala Desa.
b A |

PPasal 38

Dengan berlakunya Peraturan Desa ini. maka seeala bentuk peraturan, kKeputusan

instruksi yang dikeluarkan oleh Kepala Dacrah tentang tata cara Pemilihan,
Pengangkatan, Pemberhentian sementara dan Pemberhentian Kepala Desa

dinyatakan tidak berlaky

BAB X1
KETENTUAN PENT T PAN
Pasal 39
P

craturan  Desa  ini berluky selith tangwal ditetaphan  agar selip orang

mengetahuinya dan apabila terdapat kekuranganskesalahan  akan dibenarkan

sebagaimana mestinva.

Ditetapkan di S Ambuly
Pada tanggal Sl duli 2003
o
b St Kepala Desa Ambuly
’{‘ 'rk/‘-""“\\ -\

HOMUHAYIMAD CHAJOEN

Niap. 5304532100000 /

-


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

4 .
ﬁmm.« A2

pr
PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER
NOMOR : 28 TAHUN 2001
TENTANG
TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN/ATAU
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI JEMBER
Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Desa,
Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Umum termasuk pem-
binaan ketentraman dan ketertiban secara berdaya guna dan
berhasil guna, maka perlu aparat Desa yang mampu mengemban
tugas dan kewajiban sebagai penyzslenggara dan penanggungjawab
utama di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasya-
rakatan serta mengayomi masyarakat ;
b. bahwa dalam upaya menampung dan menyelesaikan berbagai
permasalahan yang terjadi di Desa dalam proses Pencalonan dan
N Pemilihan Kepala Desa serta sesuai pula dengan tingkat pelayanan
masyarakat dan tingkat perkembangan pembangunan agar ter-
capai suasana aman, tertib, kondusif dan terpadu ;
c. bahwa untuk mewujudkan proses Pencalonan dan Pemilihan
Kepala Desa yang mampu, terampil dan berdedikasi tinggi serta
sebagai pembina masyarakat, maka dipandang perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,
Pengangkatan dan/atau Pemberhentian Kepala Desa.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan-

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timu/
( Berita Negara R.| Tahun 1950 Nomor 41 ) ;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara R.I Tahun 1974 Nomor 55,
Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 3041) juncto Undang-
Undang Nomor 453 Tahun 1999 (Lembaran Negara R.| Tahun 1999
Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara R.| Nomor 3890) ;

69
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3r-Undang4Undang Nomor 22, Tahuri, 4899 tentang |Pemerintaiman
Datran(Lembaran Negara-R.I Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan
Lembaran Negara R.I Nomor 3839 ) :

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran
Negara R.I Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
R.I Nomor 3848 ) .

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999
tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan
Bontuk  Hancangan Undang-undang,  Rancangan  Peratluran
Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran
Negara R.I Tahun 1999 Nomor 70) ;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1990 tentang
Pegawal Negeri Sipil yang diangkaVtdipilih menjadi Kepala Desa
dan Perangkat Desa ;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang
Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan
Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri
Mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979
lentang Pemerintahan Desa ; .

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Pe-
nyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan ;

G Puraburena braeial ) abmapratans Jarabscr Voo S Tabaan 2000 Loy
Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa .

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBER
MEMUTUSKAN
lenetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER TENTANG TATA

CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN/ATAU i
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA { |

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Kepala Daerah adalah Bupati Jember ; ‘.
2. Pemerintah Daerah, adalah Kepala Daerah beserta Perangkat L

daerah Otonom sebagai Badan Eksekutif Daerah ; '

LA i R D e 0



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

sl ¢ 0o

e

8.

14.

16.

17.

19.

Ly b o

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember
sebagai Badan Legislatif Daerah :

Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah
Kabupaten Jember :

Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki
kewenangan untuk mengatur dan mengurus  kepentingan
masyarakat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan
Nasional dan berada di Daerah Kabupaten :

Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD, adalah
Badan Perwakilan Desa vyang terdiri atas pemuka-pemuka
masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat-
istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan
aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap pe-
nyelenggaraan Pemerintahan Desa :

Peraturan Desa, adalah semua Peraturan Desa yang ditetapkan
oleh Kepala Desa setelah mendapatkan persetujuan Badan
Perwakilan Desa (BPD) ;

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut
Anggaran Desa adalah rencana operasional tahunan dari program
umum Pemerintahan dan Pembangunan Desa yang dijabarkan dan
diterjemahkan dalam angka-angka rupiah, disatu pihak me-
ngandung perkiraan target dan dilain pihak mengandung perkiraan
batas tertinggi pengeluaran keuangan desa :

Bakal Calon adalah warga masyarakat desa setempat yang
hordasarkan panjaringan ololt Danitin Pomilibean

Calon adalah calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Panitia
Pemilihan :

Calon yang heathal dipilih adalah calon aopala Doan yang Inlah
mendapal perselujuan der L300

Calon terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara
terbanyak dalam pemilihan Kepala Desa ;

Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh
pejabat yang berwenang untuk melaksanakan hak, wewenang dan
kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu :

Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang berhak untuk
mengangkat dan memberhentikan Kepala Desa ;

Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah
memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya :

Hak pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap
pilihannya ;

Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia

Pemilihan untuk mendapatkan bakal calondari warga masyarakat

aaloinpnl |

Fenyaringan adalah seleksl yang  dilakukan  balk  darl seql
administrasi maupun kemampuan, kepemimpinan, dan kepribadian
para bakal calon sesuai undang-undang ;

Kampanye adalah suatu media yang dipergunakan untuk menarik
simpati pemilih yang dilakukan oleh calon yang berhak dipilih

!

/
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Derupa penyampaian program., yang akan-, dilaksanakan ~apabila
yang.bersangkutan terpilih’ menjad Kepala Desa .

BAB |l
MEKANISME PENCALONAN KEPALA DESA
Pasal 2

) Untuk pencalonan dan perilihan Kepala Deua, BPD mcinbenluk

Panitia Pemilinan yang terdiri dari para anggota BPD dan perangkat

desa yang ditetapkan dengan Kepulusan BPD

Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini,

Keanggotaannya terdiri dari anggota BPD dan Perangkat Desa yaitu

- Ketua merangkap anggota ;

- Sekretaris ;

- Bendahara :

- Anggota-anggota yang jumlahnya ditetap kan dengan keputusan
BPD .

Panitia Pemilinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini,

melakukan pemeriksaan identitas bakal calon berdasar persyaratan

yang ditentukan, melaksanakan pemungutan suara dan melaporkan

pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada BPD

Pasal 3

Fromibicn Prennhili sebugaimanag dimaksud pada ayal (1) pasal 2,

mempunyai tugas :

a. memberikan petunjuk pelaksanaan penjaringan dan penyaringan
bakal calon Kepala Desa kepada masyarakat :

0. melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon Kepala
Desa berdasarkan ketentuan yang berlaku ; )

C. menerima pendaftaran dan melakukan pemeriksaan administrasi
persyaratan bakal calon untuk ditetapkan sebagai calon ;

d. mengumumkan nama-nama calon yang berhak dipilih :

€. melaksanakan pendaftaran pemilih untuk selanjutnya disahkan
oleh Ketua Panitia Pemilihan :

f. menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan kampanye ;

g. menetapkan jadwal pelaksanaan pemilihan calon ;

h. melaksanakan pemilihan calon kepala desa ;

. menetapkan rencana biaya pemilihan kepala desa :

j. membuat berita acara pemilihan dan membuat laporan per-
tanggungjawaban keuangan;

k. menyampaikan berita acara pemilihan dan melaporkan pelak-
sanaan pemilinan kepada BPD :

e

for o e Ay 3
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l. melaksanakan hal-hal yang berkaitan dengan pemilihan kepala
desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku .

(2) Apabila diantara anggota Panitia Pemilihan ada yang ditetapkan

sebagai bakal calon dan/atay berhalangan, dalam Panitia
Pemilihan, maka digantikan oleh Anggota BPD lain berdasarkan
keputusan BPD .

Pasal 4
Yang dapat memilih calon Kepala Desa adalah penduduk Desa WNRI
yang :
a. terdaftar sebagai penduduk Desa yang bersangkutan secara sah

sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus ;
sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun pada saat pendaftaran
dilaksanakan dan/atau telah/pernah kawin

tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Putusan Pengadilan yang
telah mempunyai kekuatan hukum tetap .

BAB |l
PERSYARATAN CALON KEPALA DESA
Pasal 5

Yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa adalah penduduk desa

Warga Negara Republik Indoresia yang :

a. bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa

brmiesbia: olien il Bejuailo Fameamilin ol Elielaney Uhndlomg Dt
1945 ;

c. tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam
kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang-Undang
Dasar 1945, G.30.S/PKI| dan atau kegiatan organisasi terlarang
lainnya ;

d. berijazah SLTP dan/atau yang berpengetahuan/berpengalaman
yang sederajat dengan itu

e. sekurang-kurangnya telah berusia 25 tahun dan setinggi-
tingginya berusia 55 tahun :

f. sehat jasmani dan rohani :

g. nyata-nyata tidak tergangqu jiwal/ingatannya ;

h barkolakonn hnoilk, Jurfuie, adtin, el mmp dhan bhorwibioawi
I. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana :
j. tidak dicabut hak pilihnya hardasarkan keputusan pangadilan

yang mempunyal kekuatan hukum lelap

k. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di Desa
setempat ;

l.  bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa.
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(¢) Pegawal Negen sipll yang mencalonkan din sebagar Kepala Desa
selain [hafus imeénilKD persyaratan_dimaksud ayat(H) pasalini)itya
harus memiliki surat keterangan persetujuan dari atasan yang
berwenang untuk itu ;

(3) Pegawai Negeri Sipil yang dipilih dan/atau diangkat menjadi Kepala
Oesa dibebaskan untuk sementara waktu dari jabatan organiknya
selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan statusnya sebagai
Pegawai Negeri,

(4) Gaji dan ponghasilan Iainnya yang barhak diterima Pegawni Nogori
Siplh yang dipilih danfatau diangkat menjadi Kepala UDesa lelap
dibayarkan oleh instansi induk dan tetap menerima hak-haknya
sebagai Kepala Desa sesuai peraturan perundang-undangan yang
berlaku baik yang bersumber dari anggaran desa, APBD maupun
APBN ;

(5) Pegawai Negeri Sipil yang dipilih dan/atau diangkat menjadi Kepala
Desa dapat dinaikkan pangkatnya dan kenaikan gaji berkala sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

(6) Daftar penilaian pelaksanaan tugas Pegawai Negeri diberikan oleh
instansi induknya dengan data penilaian dari Kepala Daerah
sebagai atasannya yang berwenang mengangkat dan member-
hentikan dalam jabatan ;

(7) Bagi Pegawai Negeri atau putera desa yang terpilih dan diangkat
menjadi Kepala Desa, terhitung mulai tanggal pelantikannya
sebagai Kepala Desa harus bertempat tinggal di desa yang
bersangkutan .

Pasal 6

Calam Pemilihan Kepala Desa, setiap penduduk desa yang telah
ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih atau telah ditetapkan
sebagai pemilih dalam pemilihan Kepala Desa wajib hadir dan tidak
boleh diwakilkan kepada siapapun dan dengan alasan apapun .

Pasal 7

(1) Kepala Desa dipilih langsung oleh Penduduk Desa dari calon yang
memenuhi syarat ;

(2) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahap pencalonan dan
pemilinan .

Pasal 8

(1) Panitia Pemilihan melaksanakan penjaringan dan penyaringan
bakal calon Kepala Desa sesuai persyaratan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Daerah ini ;

S e S AR
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Bakal calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan, oleh
Panitia Pemilihan diajukan kepada BPD untuk ditetapkan sebagai
calon yang berhak dipilih .

Pasal 9

Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang
mendapatkan dukungan suara terbanyak ;

Calon Kepala Desa terpilin sebagaimana dinaksud pada ayat (1)
pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan BPD berdasarkan laporan
dan Berita acara Pemilihan dari Panitia Pemilinan dan disahkan
oleh Kepala Daerah dengan menerbitkan Keputusan Kepala
Daerah tentang Pengesahan calon Kepala Desa terpilih.

Pasal 10

Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa mengucapkan
sumpah/janji dan dilantik oleh Kepala Dacrah atau Pejabat lain
yang ditunjuk ;

Susunan kata-kata sumpah / janji Kepala Desa dimaksud ayat (1)
adalah sebagaimana tercantum dalam pasal 98 ayat (3) Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 19399 sebagai berikut :

“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/ berjanji, bahwa saya
akan memeonuhi kewajiban saya selaki Kepala Desa deongan
sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya.

Rahwa saya akan sclalu taat dalam mengamalkan dan
imernprertalianhan  ancasila  sobagal dasar nogara, oan

bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan
Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara serta
segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi
Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. ”

Pasal 11

Masa jabatan Kepala Desa adalah 5 (iima) tahun dan sesudahnya
dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan ;

Masa jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
pasal ini, mulai terhitung sejak tanggal pelantikan .
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(1)

(2)

BAB IV
MEKANISME PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu
Pemilihan Calon Yang Berhak Dipilih

Pasal 12

Nama-nama calon yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) pasal 9 Peraturan Daerah ini, disampaikan kepada
Ketua Panitia Pemilihan oleh BPD :

Ketua Panitia pemilinan setelah menerima persetujuan calon yang
berhak dipilih, menetapkan waktu pelaksanaan rapat Pemilihan
Calon Kepala Desa dan menetapkan tanda gambar setiap calon
yang berhak dipilin dituangkan dalam Berita Acara, setelah ber-
konsultasi dengan BPD .

Pasal 13

) Calon yang berhak dipilin tidak dibenarkan mengundurkan diri ;

Dalam hal yang bersangkutan mengundurkan diri ' secara ad-
ministratif cianggap tidak terjadi pengunduran diri :

Oalam hal yang bersangkutan mendapatkan dukungan suara
terbanyak dianggap batal, selanjutnya calon yang mendapatkan
dukungan suara terbanyak kedua ditetapkan sebagai calon terpilih ;
Dalam hal yang bersangkutan mendapatkan dukungan suara ter-
banyak tetapi terdapat calon lain yang mendapat suara terbanyak
yang jumlahnya sama, maka calon lain tersebut ditetapkan sebagai
calon terpilih .

Bagian Kedua
Kampanye

Pasal 14

Kampanye diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan paling lama 5
(lima) hari dengan mempertimbangkan masa tenang selama 2 (dua)
hari sebelum hari pemilihan dilaksanakan 5

Kampanye harus dilakukan secara dialogis, terkendali, aman dan
tertib dibimbing oleh panitia pemilihan :

Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal
ini merupakan forum penyampaian program yang akan dilaksana-
kan apabila yang bersangkutan terpilih menjadi Kepala Desa dan
tidak dibenarkan dilaksanakan dalam bentuk :

a. Pawai dan/atau arak-arakan :

b. Pemberian uang, barang dan/atau sarana lain :
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c. Pemasangan foto, tanda gambar, slogan-slogan dan lain-lain,
diluar radius 1.000 meter dari rumah calon yang berhak dipilih di
desanya .

Bagi calon yang berhak dipilih yang terbukti melanggar ketentuan

sebagaimana dimaksud, dapat berakibat pembatalan calon yang

berhak dipilih :

Pembatalan calon yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud ayat

(4) pasal ini, dilakukan BPD setelah mendapat persetujuan Panitia

Pemilihan .

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

Pasal 15

Pemilihan calon yang berhak dipilih dilaksanakan setelah panitia
pemilihan menerima persetujuan calon berhak dipilih dari BPD ;
Pemilihan calon yang ditetapkan untuk dipilih wajib menghadiri
pemilihan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dan
dihadiri oleh BPD .

Pasal 16

Sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum dilaksanakan pemilihan
Kepala Desa, Panitia Pemilihan Kepala Desa memberitahukan
kepada penduduk desa yang berhak memilih dan mengumumkan dj
tempat-tempat yang terbuka dan mudah dilihat oleh penduduk
tentang rencana diadakannya pemilihan Kepala Desa :
Pengumuman dilakukan secara lisan dan/atau tulisan yang memuat
tentang waktu dan tempat akan diadakan rapat Pemilihan calon
Kepala Desa .

Pasal 17

Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan dalam rapat Pemilihan Kepala
Desa yang dipimpin oleh Ketua Panitia Femilihan dengan dihadiri
oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah seluruh pemilih yang telah
disahkan oleh Ketua Panitia pemilihan -

Penentuan jumlah quorum dapat ditentukan pada ayat (1) pasal ini
dan dapat ditentukan pada saat pembukaan rapat pemilihan calon
Kepala Desa atau pada saat perhitungan suara akan dimulai,
Apablla Jurmlah pemilin belum mencapal guorum Finpinan Rapat
mengundurkan Rapat Pemilihan dalam waktu paling lama 3 (tiga)
jam, dengan ketentuan quorum tetap 2/3 dari jumlah pemilih :
Apabila sampai batas penundaan sebagaimana dimaksud ayat (2)
pasal ini quorum belum tercapai, pelaksanaan rapat pemilihan calon
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Kdndta PesaldiiindaOdleh pimpinaa | rapat selambat-lambatny
dalam waktu 10 hari, dengan quorum % (setengah) jumlah pemilih

(4) Penundaan waktu rapat pemilihan calon Kepala Desa penundaa
sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini, diumumkan dalam forun
rapat olen pimpinan rapat dan dituangkan dalam berita acar;
penundaan pemilinan ; A

(5) Apabila pada waktu penundaan waktu rapat pemilihan Kepale
Desa, quorum tetap belum tercapai maka rapat dinyatakan bata
dengan Berita Acara Pembatalan Pemilihan ;

(6) Apabila penundaan waktu rapat pemilihan Kepala Desa dinyatakan
batal dan masa jabatan Kepala Desa telah berakhir atau habis,
maka dapat diangkat penjabat Kepala Desa sesuai ketentuan
Peraturan Daerah ini .

Pasal 18

Panitia Pemilihan dan calon yang berhak dipilih dalam Pemilihan Calon
Kepala Desa yang mempunyai hak pilih dan terdaftar pemilih yang
sudah disahkan oleh Ketua Panitia Pemilinan, tetap mempunyai hak
untuk menggunakan hak pilihnya . .

Pasal 19

Pelaksanaan Pemilihan Calon Kepala Desa dimaksud pasal 12 dan 16

Peraturan Daerah ini harus memenuhi ketentuan ;

a. Pemilihan Calon yang berhak dipilih dilaksanakan secara demokratis
dan transparan, langsung, umum, bebas dan rahasia ;

b. Pemberian suara dilakukan dengan cara mencoblos tanda gambar
calon yang berhak dipilih dalam bilik Suara yang disediakan oleh
Panitia Pemilihan :

c. Sorang pemilih hanya memberikan Suaranya kepada 1 (satu) orang
calon yang berhak dipilih. .

d. Seorang pemilih yang berhalangan hadir karena sesuatu alasan,
tidak dapat diwakilkan dengan cara apapun ;

8. Pemilihan Calon Kepala Desa dilaksanakan pada hari, tanggal dan
tempat yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan .

Pasal 20

(1) Untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa yang
berhak dipilih, Panitia Pemilihan menyediakan
a. Papan tulis yang memuat nama-nama calon yang berhak sesuai
dengan persetujuan BPD :
b. Surat suara yang memuat tanda gambar calon yang berhak

dipilih dan bagian bawahnya ditandatangani surat suara yang
sah ;
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c. Sebuah kotak suara atau lebih berikut kuncinya disesuaikan
dengan kebutuhan ;

d. Bilik suara atau tempat khusus untuk pelaksanaan pemberian
suara ;

e. Alat pencoblos di dalam bilik suara .

(2) Bentuk dan model serta ukuran surat suara, kotak suara, bilik
suara, alat pencoblos dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan
oleh Kepala Daerah .

Pasal 21

(1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan pemu-
ngutan suara, Ketua Panitia Pemilihan sudah harus menyampaikan
surat undangan kepada para pemilih yang memuat kapan dan
dimana pemilih menggunakan hak pilihnya |

(2) Surat undangan dimakstid pada ayat (1) pasal ini, diberikan nomor
urut sesuai nomor urut daftar pemilih maupun daftar pemilih
tambahan yang sudah disahkan ;

(3) Untuk membuktikan sahnya surat undangan yang dibawa pemilih,
panitia pemilihan mencocokkan nama yang bersangkutan dengan
KTP atau bukti identitas diri .

Pasal 22

(1) Pemilih yang hadir diberikan 1 (satu) lembar surat suara oleh
Panitia Pemilihan melalui pemanggilan bercasarkan urutan daftar
hadir ;

(2) Setelah menerima surat suara, pemilih memeriksa atau meneliti dan
apabila surat suara cacat atau rusak, pemilih berhak meminta surat
suara yang baru seteiah menyerahkan kembali suarat suara yang

N cacat atau rusak kepada Fanitia Pemilihan |

(3) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan
membuka kotak suaradan memperlihatkan kepada para pemilih
yang hadir bahwa Kkotak suara dalam keadaan kosong serta
menutupnya kembali, mengunci dan menyegel dengan mengguna-
kan kertas yang dibubuhi Cap atau Stempel Panitia Pemilihan .

Pasal 23

(1) Pencoblosan surat suara dilaksanakan dalam bilik suara dengan .
menggunakan alat yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan ;

(2) Pemilih yang masuk ke dalam billk suara adalah pemilih yang telah
menggunakan hak pilihnya ! P
(3) Setelah suarat suara dicoblos, pemilih memasukkan surat suara ke

dalam kotak suara yang disediakan dalam keadaan terlipat .
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(2)

3)

(1)

Pasal |24

Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, Panitia Pemilinan

berkewajiban untuk :

a. Menjamin agar tata demokrasi berjalan dengan lancar, tertib,
aman dan teratur ;

b. Menjamin pelaksanaan pemungutan suara berjalan dengan
lancar, tertib, aman dan teratur ;

Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, para calon yang

berhak dipilih harus berada di tempat yang telah ditentukan untuk

mengikuti pelaksanaan pemungutan suara ;

Panitia Pemilihan menjaga agar setiap orang yang berhak memiilih

hanya memberikan (1) satu suara dan menolak pemberian suara

yang diweakilkan dengan alasan apapun .

Pasal 25

Setelah semua pemilih menggunakan hak pilihnya untuk mem-
berikan suaranya, Panitia Pemilihan meminta kepada masing-
masing calon yang berhak dipilih agar menugaskah/ menunjuk 1
(satu) orang saksi untuk menjadi saksi dalam setiap papén
penghitungan suara ;

Penunjukan saksi oleh para calon yang berhak dipilih, dilakukan
secara tertulis dengan menggunakan formulir yang disediakan oleh
Panitia Pemilihan .

Pasal 26

Panitia pemilihan membuka kotak suara dan menghitung surat
suara yang masuk, setelah saksi-saksi hadir ;

Setiap lembar surat suara diteliti satu demi satu untuk mengetahui
surat suara yang diberikan kepada calon yang berhak dipilih dan
kemudian Panitia Pemilihan menyebutkan tanda gambar calon yang
berhak dipilih yang mendapat suara tersebut dan mencatatnya di
papan tulis yang ditempatkan yang ditempatkan sedemikian rupa
sehingga dapat dilihat dengan jelas oleh semua pemilih yang hadir ;
Pembacaan surat suara oleh Panitia Pemilihan dibacakan secara
tegas dan jelas dan ditunjukkan kepada para saksi yang telah
ditunjuk oleh calon yang berhak dipilih dihadapan seluruh pemilih
yang hadir .

Pasal 27

Surat suara dianggap tidak sah apabila :

a. Tidak memakai surat yang telah ditentukan ;

b. Tidak terdapat tandatangan Ketua Panitia Pemilihan pada surat
suara ; :
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c. Ditanda-tangani atau memuat tandatangan yang menunjukkan
identitas pemilih ;

d. Memberikan suara untuk lebih dari 1 (satu) calen yang berhak
dipilih ;

e. Menentukan calon lain selain yang barhak dipilih ;

Mencoblos tidak tepat pada kotak tanda gambar yang telah

disediakan ;

g. Mencblos surat suara tidak dengan alat yang telah disediakan
oleh Panitia Pemilihan.

Alasan-alasan yang menyebabkan surat suara tidak sah, diumum-

kan kepada pemilih pada saat itu juga .

Ty

Pasal 28

Calon yang berhak dipilih yang memperoleh suara terbanyak
sekurang-kurangnya 1/5 dari jumlah pemilih yang menggunakan
hak pilihnya, dinyatakan sebagai calon terpilih ;

Apabila calon yang berhak dipilih tidak seorangpun mendapat
dukungan suara terbanyak dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Panitia
Pemilihan mengadakan pemilihan ulang ;

Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud ayat (2; pasal ini,
dilaksanakan selambat-lambat nya 30 (tiga puluh) hari sejak saat
penanda tanganan Berita acara Pemilihan ;

Apabila setelah pemilihan ulang sebagaimana dimaksud ayat (3)
pasal ini hasilnya tetap sama, maka Pejabat yang berwenang me-
nunjuk pejabat Kepala Desa untuk selanjutnya mengadakan
persiapan untuk pemilihan baru atas usulan BPD .

BAB V
PELAKSANAAN PENGHITUNGAN SUARA
Pasal 29

Setelah penghitungan suara selesai, Panitia Pemilihan menyusun,
menandatangani dan membacakan Berita Acara Pemilihan pada
hari dan tanggal itu juga ;

Berita Acara Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini,
juga ditandatangani oleh Calon yang berhak dipilih atau saksi yang
telah ditunjuk oleh calon yang berhak dipilih dan/atau oleh Ketua
Panitia Pemilihan ;

Apabila terdapat calon yang berhak dipilih atau saksinya tidak mau
menandatangani Berita Acara Pemilihan atau terdapat calon yang
berhak dipilih atau saksinya meninggalkan tempat pemilihan
sebelum proses penghitungan suara selesai, maka Ketua Panitia
Pemilihan berhak untuk meneruskan penghitungan suara dan
menyatakan bahwa proses penghitungan suara dianggap sah

[*8 |
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seteldh [Mhonsyias)kan rdenhdmBO dat) tituangkar ddlam Berita
Acara tersendiri ;

(4) Ketua Paniva Pemilihan sebelum mengumumkan calon terpilih
dapat memberikan kesempatan kepada BPD untuk memberikan
penilaian pelaksanaan pemilihan ;

(5) Ketua Panitia pemilihan mengumumkan hasil pemilihan calon yang
berhak dipilih dan menyatakan sahnya pemilihan calon terpilih .

Pasal 30

(1) Apabila terdapat lebih dari 1 (satu) orang calon yang berhak dipilih
mendapat jumlah dukungan suara terbanyak jumlah yang sama,
maka diadakan pemilihan ulang hanya untuk calon-calon yang
berhak dipilih dengan perolehan jumlah dukungan suara terbanyak
dengan jumiah yang sama ;

(2) Pamilihan ulang sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal inj
dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak
penandatangan Berita acara Pemilihan :

(3) Dalam hal pemilihan ulang sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal
ini, hasilnya tetap sama, maka dilaksanakan pemilihan ulang sekali
lagi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari untuk menetapkan
calon yang dinyatakan terpilih dan diangkat sebagai Kepala Desa,
menjadi hak pejabat yang berwenang .

Pasal 31

Setelah selesai pelaksanaan pemilihan calon terpilin, Ketua Panitia
pemilihan segera mengajukan Calon Terpilin Kepala Desa kepada BPD
dengan dilengkapi Berita acara Pemilihan .

BAB VI

PENGESAHAN, PENGANGKATAN DAN PELANT]KAN KEPALA
DESA

Pasal 32

(1) Hasil Pemilihan Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan BPD
dan disahkan oleh Kepala Daerah dengan menerbitkan Keputusan
Kepala Daerah tentang pengesahan Calon Kepala Desa terpilih ;

(2) Keputusan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, berlaku sejak
tanggal pelantikan :

(3) Kepada calon terpilin yang diangkat sebagai Kepala Desa, pada
saat pelantikan diberikan petikan Keputusan Kepala Daerah .
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Pasal 33

(1) Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterbitkan
Keputusan Kepala Daerah, maka Kepala Desa yang bersangkutan
tersebut dilantik oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk
olehnya |

(2) Pada saat pelantikan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini,
Kepala Desa yang bersangkutan bersumpah menurut agamanya
atau berjanji dengan bersungguh-sungguh di hadapan Kepala
Daerah atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, para anggota BPD dan
pemuka masyarakat lainnya dalam wilayah desa yang bersang-
kutan ;

(3) Susunan kata-kata sumpah atau janji sebagaimana dimaksud ayat
(2) pasal ini, adalah sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat

(2) Peraturan Daerah ini .

pPasal 34

Pelantikan Kepala Desa dilaksanakan tepat pada akhir masa jabatan
Kepala Desa yang lama dan ditetapkan sebagai tanggal pelantikan .

Pasal 35

Apabila pelaksanaan pelantikan Kepala Desa jatuh pada hari libur,
maka pelantikan dilaksanakan pada hari kerja berikutnya atau sehari

sebelum hari libur.

Pasal 36

Pelantikan Kepala Desa yang tidak dapat dilaksanakan tepat waktu
karena alasan-alasan yang dapat diper‘ianggungjawabkan. dapat
ditunda selama-lamanya 3 (tiga) bulan sejak tanggal perakhirnya masa
jabatan Kepala Desa yang bersangkutan atas persetujuan Pejabat yang
berwenang, dengan ketentuan bahwa Kepala Desa yang bersangkutan

tetap melaksanakan tugasnya selama masa penundaan tersebut .

BAB VI

PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN
KEPALA DESA

83
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Pasal 137

Kepala desa yang diduga atau lersangkut suatu tindak pidana, atas
usul BPD depat diberhentikan sementara ;

Pemberhentian sementara ditetapkan dengan Keputusan Kepala
Daerah ; .

Selama Kepala Desa dikenakan pemberhentian sementara, maka
pekerjaan sehari-hari dilakukan oleh seorang Penjabat Kepala Desa
yang diangkat oleh Kepala Daerah atas usul BPD menurut
ketentuan dalam Peraturan Daerah ini :

Apabila berdasarkan pemberitahuan dari Penyidik Umum atau
berdasarkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dinyatakan
bahwa Kepala Desa yang bersangkutan tidak terbukti melakukan
perbuatan yang dituduhkan, maka BPD mengusulkan untuk
mencabut Keputusan Kepala Daerah tentang pemberhentian
sementara ;

Apabila berdasarkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama
dinyatakan bahwa Kepala Desa yang Dbersangkutan terbukti
melakukan perbuatan yang ditudunkan, sedang Kepala Desa yang
bersangkutan melakukan upaya hukum, maka selambat-lambatnya
1 (satu) tahun sejak Putusan Pengasilan Tingkat Pertama dan
upaya hukum dimaksud belum selesai, BPD mengusulkan agar
Kepala Desa yang bersangkutan diberhentikan .

Pasal 38

(Kepala Desa berhent atau diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usyl

B
a.
b.
c
d
e

PD karena

Meninggal dunia, :

Atas permintaan sendiri :

Berakhir masa jabatannya dan telah dilantik Kepala Desa yang baru ;
Tidak lagi memenunhi syarat dan/atau melanggar sumpah/jan;ji :
Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku dan/atau norma yang hidup dan
berkembang dalam masyarakat desa .

Pasal 39

BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai  akan
berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam)
bulan sebelum berakhir masa jabatan ;

3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatan Kepala Desa me-
Nyampaikan pertanggungjawaban akhir masa jabatan kepada BPD :
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(1)

Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum berakhir masa jabatan,
BPD segera memproses pemilihan Kepala Desa yang baru .

Pasal 40

Kepala desa yang melalaikan tugasnya sehingga merugikan
Negara atau Daerah dan masyarakat desa, dikenakan tindakan
administrasi berupa tegoran, pemberhentian sementara dan/atau
pemberhentian sesuai dengan peraturan peiundang-undangan
yang berlaku ;

Apabila tegoran dimaksud pada ayat (1) pasal ini. telah diberikan 4
(empat) kali secara berturut-turut dalam tenggang waktu masing-
masing 1 (satu) bulan ternyata tidak diindahkan, maka atas usul
BPD Kepala Desa yang bersangkutan dapat dibernentikan .

Pasal 41

Kepala Desa yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan
ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan/atau norma-norma
yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat di desa yang
bersangkutan, dapat dikenakan tindakan administrasi berupa tegoran,
pemberhentian sementara dan/atau pemberhentian setelah diadakan
penelitian secara seksama .

(1)

(2)

Pasal 42

Vgl Kepala Desa yang Gdale dopat oangalanb an oo, aoweanang
dan kewajibannya karena sakit atau mengalami kecelakaan dalam
menjalankan tugasnya sampai dengan 6 (enam bulan berturut-turut,
maka Sekretaris Desa ditunjuk oleh Pejabat yang berwenang atas
usul BPD untuk menjalankan hak, wewenang dan kewajiban
sebagai Kepala Desa ;

Apabila setelah 6 (enam) hulan bherdasarkan keterangan Majelis
Penguji Kesehatan Pegawai bahwa Kepala Desa dimaksud belum
dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya, maka
Pejabat yang berwenang memberhentikan yang bersangkutan dari
jabatannya dan selanjutnya ditetapkan Penjabat Kepala Desa atas
usul BPD .

I'anal 11

Kepala Desa dari Pegawai Negeri yang belum berakhir masa
Jabatannyi, tdak  dapal diberhentibon dengan alasan habwa yang
bersangkutan memasuki usia pensiun sebagai Pegawai Negeri.
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Pasal 44

Kepala DOesa dari Pegawai Negeri yang belum berakhir masa

labatannya, tidak dapat dicalonkan :

a. Dalam jabatan struktural atau fungsional, kecuali terlebih dahuly
mendapatkan izin/persetujuan tertulis dari Pejabat yang berwenang
dan/atau atasan langsung ; s

b. Sebagai calon Kepala Desa di desa lain .

Pasal 45

(1) Kepala Desa dari Pegawai Negeri yang herhenti atay diberhentikan
oleh Pejabat yang berwenang, dikembalikan ke instansi induknya;

(2) Kepala Desa dari Pegawai Negeri yang melakukan tindakan
sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 setelah diadakan penelitian
Secara sexsama disarankan kepada instansi induk untuk menarik
yang bersangkutan dari jabatan sebagai Kepala Desa untuk
diadakan pembinaan lebih lanjut .

Pasal 46 .

Kepala Desa yang diangkat menjadi Pegawai Negeri diberlakukan

ketentuan :

a. Dapat meneruskan sebagai Kepala Desa sepanjang instansi
induknya memberikan izin :

b. Mengundurkan diri sebagai Kepala Desa atau sebagai Pegawai
Negeri, sesuai xehendaknya.

BAB VII|
PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA
Pasal 47

(1) Pengangkatan Penjabat Kepala Desa ditetapkan dengan
Keputusan Kepala Daerah, atas usul BFD

(2) Penjabat Kepala Desa Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat
(1) pasal ini, adalah Sekretaris Desa yang bersangkutan atau
Pejabat lain yang ditunjuk oleh Pejabat yang berwenang dan
pengangkatannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah ;

(3) Masa jabatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat
(2) pasal ini, selama-lamanya 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal
pelantikannya :

(4) Penjabat Kepala Desa diambil sumpah/janji dan dilatik oleh Pejabat
yang berwenang .
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B i A o e

Pasal 48

Hak, wewenang dan kewajiban Penjabat Kepala Desa adalah sama
dengan hak, wewenang dan kewajiban Kepala Desa sebagaimana
dimaksud dalam Undang-undang .

Pasal 49

Bentuk Surat Keputusan Pemberhentian dan Pangangkatan Kepala
Desa, ditetapkan oleh Kepala Daerah .

BAB X

LOWONGAN JABATAN KEPALA DESA
DAN PENGISIANNYA

Pasal 50

L_ Jabatan Kepala Desa dinyatakan lowong jika Kepala Desa berhenti atay
r diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud
dalam pasal 38 .

Pasal 51

I ‘ (1) Serambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan sejak saat terjadi

.» lowongan jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam

: pasal 50 sudah dimulaj persiapan pelaksanaan pemilihan Kepala
Desa ;

(2) Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat
(1) pasal ini, diselenggarakan selambat-lambatnya dalam waktu 6
(enam) bulan sejak terjadinya lowongan Jjabatan Kepala Desa
sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 .

BAB X
KETENTUAN LAIN - LAIN
i_ Pasal 52

Kepada anggota Panitia Pemilihan yang terbukti melakukan
pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku dalam pemilihan Kepala
Desa dikenakan tindakan dan saksi sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku .

Pasal 53

(1) Apabila penyelenggaraan pencalonan sampai dengan pengangkatam—
Kepala Desa tidak dapat dilaksanakan tepat waktu, Pejabat yang
berwenang dapat memperpanjang waktunya untuk selama-lamanya
3 (tiga) bulan, dengan ketentuan bahwa Kepala Desa yang ber-
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sangkutanl teldpiielgdsamaian | thgasnyd \sampal ‘Glantik Kepala
Desa hasil pemilihan ;

Apabila perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal
ini, ternyata belum cukup, maka Pejabat yang berwenang me-
netapkan Panjabat Kepala Nosa

Blaya Hemilibian Kepala Uesa diupayakan sciinimal mungkin darn
sehemat mungkin oengan biaya dari dana APBD Kabupaten,
Anggaran Desa dan partisipasi masyarakat .

Pasal 54

Kepala Desa memimipin penyelenggaraan Pemerintahan Desa ber-
dasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan bersama BPD :

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Kepala Desa
bertanggungjawao kepada rakyat melalui BPD dan menyampaikan
laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah
dengan tembusan Camat :

Pertanggungjawaban dan lzporan pelaksanaan tugas Kepala Desa
sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, disampaikan sekurang-
kurangnya sekali dalam satu tahun pada setiap akhir tahun
anggaran . .

Pasal 55

Pertanggungjawaban Kepala Desa yang ditolak oleh BPD termasuk
pertanggungjawaban Keuangan harus dilengkapi atau disempurna-
kan dan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari
disampaikan kembali kepada BPD :

Oalam hal pertanggungjawaban Kepala Desa yang telah dilengkapi
atau disempurnakan ditolak untuk yang kedua kalinya, BPD dapat
mengusulkan pemberhentian Kepala Desa kepada Kepala Daerah .

Pasal 55 A

Tindakan penyidikan terhadap Kepala Desa dapat dilaksanakan
atas persetujuan tertulis dari Kepala Daerah, kecuali Tertangkap
Tangan melakukan Tindak Pidana Kejahatan :

Penyidikan terhadap Kepala Desa yang Tertangkap Tangan
melakukan Tindak Pidana Kejahatan dimaksud pada ayat (1) pasal

ini, selambat-lambatnya dalam tempo 2 (dua) kali 24 jam
diberitahukan secara tertulis kepada Kepala Daerah .

Pasal 56

Sebutan untuk Desa, Kepala Desa, BPD, Perangkat Desa dapat
disesuaikan dengan kondisi sosial budaya dan adat-istiadat
setempat ;

Perubahan sebutan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini,
diusulkan oleh Kepala Desa kepada Bupati dengan tembusan

B R S,
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Camat setelah mendapat persetujuan BPD atas prakarsa
masyarakat ;

(3) Sebutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal inj,

ditetapkan melalui Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan
DPRD .

Pasal 57

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang
mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepaia Daerah .

Pasal 58

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah

Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2000 dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku .

Pasal 59

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan .
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Jember.

Ditetapkan di : Jember
Pada tanggal : 15 Nopember 2001

| BUPATI JEMBER

Drs. H. SAMSUL HADI SISWOYO, MSi

| w7 Borgys
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